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Serang, 16 Januari 2025

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor :
70/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang A S L I
Andika Hazrumy — Nanang Supriatna Nomor Urut O1.
Kepada Yth, DITERIMA DARI : PIAK TeRkACT
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
C.q. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi No. % IPHPU.BUP..=.J1% 12028,
Di - T 1
JI. Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3, Gambir, Hari @ KAamy
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Tanggal: 16 - (-2425"
Daerah Khusus lbukota Jakarta 10110.
Jam : lo.28 W\
Dengan hormat, bersama ini kami :
1. Nama : Hj. RATU RACHMATUZAKIYAH,S.Pd.. M.M.
Tempat/tgl Lahir : Serang, 22 Juli 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islom
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat :
NIK
Email
2. Nama : MUHAMMAD NAJIB HAMAS,S.E. M.M.
Tempat/Tgl Lahir : Brebes, 11 Mei 1968
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama :Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat D
G
NIK D
Emai D

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor Urut
02;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 50/SK-K/PBH-TA/XII/2024 tanggal 09 Desember
2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Office : JI. Syekh Nawawi Al-Bantani Perumahan Grond Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001
pocok Jaya, Kota Serang. Provinsi chfen 42123 — s

BOBOT PANGAYOM TIMBANG TARAJUI 1


Free Hand Highlight

Free Hand Highlight

Free Hand Highlight

Free Hand Highlight

Free Hand Highlight

Free Hand Highlight

Free Hand Highlight

Free Hand Highlight


LAW OFFICE

N WM W W e NN WS G e

PBH TAJUSA AZHARI

A PBH A

> B

: i o SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

| TSR R TERAKREDITAS| KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021
1. CECEP AZHAR,S.H.I.,$.H. M.H.. M.M. : NIA. 20.10.100.030

2. ISKAKS.H..M.H. : NIA. 16.05258

3. DADDY HARTADI ROHMALUDDIN,S.H.,M.H. :NIA. 21.10.13.2572

4. AYU NURHAYATIS.H. : NIA. 01.000429

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Law Office PBH Tajusa
Azhari yang beralamat di Perumahan Grand Puri Regency, Jalan Syeh Nawawi Al-
Bantani No.76, (depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT 001 Rw 017,
Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. Email :
pbhtajusaazhari20@gmail.com, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk
dan atas nama serta untuk kepentingan Hukum Pemberi Kuasa;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK TERKAIT.

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor : 70/PHPU.BUP-
XXIlI/2025 yang digjukan oleh Pemohon Andika Hazrumy — Nanang Supriatna Nomor
Urut 01 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, sebagai berikut :

KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Hj. Ratu Rachmatuzakiyah,
S.Pd., M.M., dan Muhammad Najib Hamas, S.E.M.M.)

» Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3
Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Selanjutnya disebut “PMK No. 3/2024")
menyatakan, Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :

a. Pemohon;
b. Termohon; dan
c. Pihak Terkait.

» Bahwa selanjutnya Pasal 4 Ayat (6) PMK No. 3/2024 menyatakan, Pihak Terkait
sebagaimana dimaksud dalom Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ adalah pasangan calon
Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan
calon Wadlikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan
memperoleh Sertifikat Akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan;

» Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang
berdasarkan Berita Acara Penerimaan Perbaikkan Dokumen Pasangan Calon
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Nomor 202/PL.02.2-
ba/3604/2024 tertanggal 07 September 2024; (Vide Bukti PT-1)

» Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Serang Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

UBI SOCIETAS IBI IUS
Office : JI. Syekh Nawawi Al-Bantani Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001

~ RWJI7, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123
| Mobile : 0878-4944.1547 Email. c2pazhariigmail.com / pbhtajusaazhari20Ggmail.com R s
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Kabupaten Serang Nomor 1674 tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 tentang
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Serang Tahun 2024; (Vide Bukfi PT-2)

» Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 berdasarkan
Pengumuman Nomor 418/PL.02.3-PU/3604/2024 Tentang Hasil Pengundian Dan
Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten
Serang Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024; (Vide
Bukti PT-3)

» Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang
Nomor Urut 2 Tahun 2024 yang unggul/Pemenang dalam Kontestasi Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Model D Hasil KABKO-KWK-
Bupati Halaman 2-2 Lembar 2 (dva), pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024;
(Vide Bukti PT-4)

» Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Bupati dan Wakil Bupati Terpilih untuk masa jabatan
Tahun 2024 s/d Tahun 2029, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Serang Nomor : 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara
Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, diumumkan pada hari
Rabu, tanggal 04 Desember 2024, Pukul 17.00 WIB, yang menyatakan PIHAK TERKAIT
adalah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yang
memperoleh suara terbanyak dengan rincian sebagai berikut : (Vide Bukli PT-5)

No. | Namu PusanganCalpn Perolehan .. Selumh .
b e  Suara e
Dr.H. Andika Hozrumy,S.Sos.,N\.AP.,
1 | dan 254.494 | Selisin Suara atara
H. Nanang Supriatna,S.50s.,M.Si. Pemohon dengan Pihak
Terkait adalah 344.160
Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd, Suara dan atau setara
2 |MM  Dan Muhammad Najib | $598.654 | selisi 40.34 % Suara
Hamas, SE, MM

» Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Nomor Urut 2 Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd., M.M., dan Muhammad Najib
Hamas, S.E.M.M., sebagai Pihak Terkait, berdasarkan Ketetapan Nomor
189/TAP.MK/P1/01/2025 Tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-
XXI11/2025, tertanggal é Januari 2025; (Vide Bukti PT-6)

UBI SOCIETAS IBI 1US
Office : JI. Syekh Nawawi Al-Bantani Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001

017, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123
-4944-1547 Email. c2pazharigmail.com camlphmaiusaazhaﬂm@gmaﬂ.com = - :
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.  DALAM EKSEPSI

a. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara
tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024
yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Perafuran Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa :

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil
Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai
dibentuknya badan peradilan khusus.";

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3
Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Harsil
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyatakan bahwa :

"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan
Termohon mengenai penefapan perolehan suara hasil pemilihan
yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 4 dan 5
Peraturan Mahkamah Konstfitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Walikota, menegaskan bahwa :

Angka 4 : “alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat
penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan
suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil
penghitungan suara yang benar menurut Pemohon’;

Angka 5 : "hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain
permintaan unfuk membatalkan penetapan perolehan
suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon
dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar
menurut Pemohon’;

4. Bahwa mencermati permohonan PEMOHON yang telah diregistrasi oleh
Mahkamah Konstitusi, tfidak ada satupun dalii PEMOHON yang

UBI SOCIETAS IBI 1US
Office : JI. Syekh Nawawi Al-Bantani Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regencyj, RT.001

~ RW.017, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123
[Mobilc : 0878-4944-1547 Email. c2pazharigmail.com / pbhtajusaazhari20igmail.com
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menyatakan keberatannya atas hasil perhitungan suara yang dilakukan
oleh TERMOHON dan tfidak ada satupun dalii PEMOHON vyang
menjelaskan tentang hasil perhitungan yang benar menurut PEMOHON,
sebagaiman ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 4 dan 5
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Walikota yang merupakan suatu keharusan, karena Objek dalam
perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon
mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat
memengaruhi penetapan calon terpilih sebagimana ketentuan dalam
Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024;

5. Bahwa PEMOHON tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai
selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT,
bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak
terjadinya selisih perolehan suara tersebut, ataupun berkaitan dengan
bagaimana perhitungan perolehan suara yang benar menurut
PEMOHON;

6. Bahwa jika terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat
Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) sebagaimana yang dituduhkan
oleh  PEMOHON di dalam ddlii permohonannya, maka seharusnya
PEMOHON dapat melaporkan dan diselesaikan melalui Bawaslu
Kabupaten Serang dan/atau Baswaslu Provinsi Banten, bukan pada
Mahkamah Konstitusi yang notabenenya hanya berwenang untuk
menangani Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir
hasii  Pemilihan, dimana kewenangan Bawaslu untuk menangani
pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif
tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 135A Ayat (2) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa :

Ayat (1) : “Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan
pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis,
dan massif.”

Ayat (2) : "Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus
pelanggaran administrasi  pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] dalam jangka waktu paling
lama 14 (empat belas) hari kerja";

7. Bahwa pada Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-undang menyatakan :

UBI SOCIETAS IBI IUS

Office : JI. Syekh Nawawi Al-Bantani Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001
RW.017, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi chten 42123
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{1} lLoporan pelanggoran Pemilhan sebagaimana dimoksud dalom

Pasol 134 ayat |1} yong merupakaon ©

a. pelanggaran kode etk penyelenggara Pemillhan diteruskan
ofeh Bawaslu kepadao DKPP;

b. pelonggoran adminisirasi Pemilihan diteruskon kepadag KPU,
KPU Provinsi, atogu KPU Kabupatlen/Kola; [Sebagamiana
peruvbahan podo Posal 135A UU 10/20168);

¢ sengketa Permilhan diselesaikan cleh Bowasiu; dan

d. fHindak pidana Pemilhan ditindaklanjuli oleh Kepolisian
Negara Republik indonesia;

{2} Loporan findak pidona Pemihan sebagaimang dimaksud poda
ayat {1} huruf d diferuskan kepodo Kepolisian Negara Republik
indonesia paling lama | x 24 {satv kal dua puluh empat] jam
sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota,
don/fatau Ponwas Kecomatan;

8. Bohwa pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan
politik agar sengkela atou perselisihon yong bukaon berkenaan dengan
perselisihan penefapan perolehan suara hasil penghifungan suara
diselesaikan terlebin dahulu oleh lembaga yang berwenang pada
masing- masing tingkatan melalii pranaia yang disediakan, sehingga
nantinya perselisihan yang dibawa ke-Mahkamah Konstitusl uniuk
diperiksa dan diadill beiui-belul merupakan perselisihhan yang
menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan
perkara tentang sengketa administrasi pemilihan atau perselisihan iain
yvang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, menurut PIHAK TERKATT, Mahkamah
Konstitusi fidak berwenang memerikso, mengadili, dan memulus perkara
Perselisinan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yong
diagjukan oleh PEMOHON dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a} Bahwa sejok diundangkannyo Undang-Undang Nemor 7 Tahun 2017
fentang Pemilihon Umum {unluk selonjulnya disebut UU Pemily) telgh
dikualifikasikan bentuk pelonggaran, sengketa dan perselisihan beseria
dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesalkannyaq,
yaitu antara lain sebagai berikut :

| Pelanggaran Administrasi Pemiihan | » BAWASLU
| yang Bersifat Terstrukiur, Sstemalis Mahkamah Agung
| dan Masif | o

UBt SOCIETAS 181 10U

Office : JL Syekh Nowow !-Banm Parumahon Grandg Pui Regemy {Depan Kanter Pemasaran Grand Puri Regeney), RT.OOY

Barjarsar, Kecamaton Cipocok Joy .Prmean 4&12‘:‘
HMobile : QWMM‘%M»? Email. fpbﬁtamsaazhanzﬁatmﬂ com
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 SK KEMENKUMHAN No. 2 :

gf;:emggsm% Kode Etik . DKPP

| Pelanggaran Administras 1 o BAWASLU
Sengkemijemiﬁhqn e v ¢
B — =TT g

Pelanggaran Pidana ' *» Pengadilan Negeri dan /
. atau Pengadilan Tinggi
T e BAWASLU
' Sengketa Tata Usaha Negara ' Pengadiion Tinggl Tota |
- Pemifihan | Usaha Negara (PTUN)

'+ Mahkamah Agung

e E———

Perselisihan Hasil Pemily + Mahkamah Konsthusi

i
i

b} Bahwa berdasarkan uraian digtas, jelaslah kewenangon Mahkamah
Konstitusl dalam sengketa kepemiluan adalah memeriksa dan memuius
Petkara perselishan penelopon perolehan suara fohap okhir hasil
Pemilihan BUKAN pelanggoran yang bersifat Terstruktur, Siktematis, dan
Massif (TSM);

¢} Bahwa setelah mencermali seluruh urgian posita pemmohonan PEMOHON,
terdapat 2 {dua) objek yang menjodi pokok permasalahon dolam
permohonan pemohon yaitu sebagai berikut :

1} Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomeor ; 2028
Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehon Suara Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, yong dikeluarkan dan
diumumkan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024, Pukul 17.00
WiB, dalam Diktlum Keliga fentang Hasil Perolehan Suara Sah
Masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
Serang Tahun 2024, berdasorkon Berla Acara dan Serifikat
Rekapiiviasi Hosll Perhilungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan
di wiloyoh Kaobupolen Serong yang ferdii dorl 29 (dua pulvh
Sembilan) Kecamaian dalam Pemilihan Bupali dan Wakil Bupati
Serang Tahun 2024;

UB} SOCIETAS 1B 1US

Office < )1, wahﬁwmmﬁmmammmy {Depan Karlor Permaseran Grand Puri Regerncy), B1001
Rw 017, Kelurohon Banjarsa atan Cipocok lava, Kota Serang, ﬁovmﬁmﬁm&?]ﬁ
Mobife : 08782942 1847 Email. » ‘ phhtajusaszhan2ddgmaii.com = 5
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2} Tuduhan dan Asumsi PEMOHON yang mendalikan PIHAK TERKAT
selaku Pasangan Calon Bupatli dan Caolon Wakil Bupoli Nomor Urut 2,
melakukan pelanggaran yang bersifal Terstrukiur, Sistematis, dan
Massif dalam Pemilihan Bupali dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024
dengan menggunakan glat negara untuk mengsukseskan dan
mamenangkan pasion nomor urut 2, sehingga membuat proses
pikada yang penuh dengon kekhowafiran, diskriminasi, infimidasi,
dan munculnya rasa tokut untuk memilh don mendukung Pasangan
Calon yang di hendaki Masyarakat dari hati nuraninya;

d} Bahwa memperhatikan pokok-pokok permohonan yang didalitkan oleh
PEMOHON dalam Pokok Permohonannya pada haloman 11 {sebekas} s/d
halamon 44 lempal puluh empal), jko dicermali secorg seksama
temyata apa yang didalitkan oleh PEMOHON dalom permohonannya
secara substansi BUKAN merupokon perkara perselisihan hasil pemitihan,
meloinkan lebih kepado vraion tenfang dugoon adanya pelanggoran-
pelanggaran administasi pemilthan vang dianggap PEMOHON bersitat
Terstrulkdur, Shstematls, Maslf dan/otau uralon yong berkaltan dengan
findak pidana pemilihan, yong sehorvsnya dicjukan oleh PEMOHON
kepada lembaga Bawasiv dan/atau Sentra Gabungan Penegakan
Hukum Terpadu {GAKUMDU) sesual dengan fingkatannya;

e} Baghwa didalam perkarg ini PEMOHON menguraikan dalif yang berkaitan
dengan tuduhan Pasangan Colon Bupati dan Caolon Wokil Bupati Nomor
Urut 2 menggunakan alal negara untuk  mengsukseskan dan
memenangkan paslon nomor urut 2, sehingga membuat proses pilkkada
yang penuh dengan kekhowdgaliran, diskiminosi, infimidaosi, dan munculnyg
rasa takut untuk memifih dan mendukung Pasangan Calon yang di
hendaki Masyarakat dard hatl nuraninya, yang teriadi secara Terstruktur,
Sistematis Dan Masif {TSM). Jika yang dipermasalahkan oleh PEMOHON
adalah dugaan adanya pelanggaran yang bersifal TSM, berdasarkan
peraturan yang ada lembaga yang berwenang untuk menangani
pelonggoran administrasi pemilihan yang bersifal 1SM 1esebul adaolah
BAWASLU [vide pasul 135 A ayat (1) & (2) UU No.10 fahun 2018) BUKAN
MAHKAMAH KONSTITUSI, don seharusnya PEMOHCON melaporkan adanya
pelanggaran adminstrasi pemilihan vang terjadi secara 1SM terebut
kepodo Bowaslu Kabupaoten don/otou Bowaslu Provinsi Banten dalom
wakiu 7 {fujuh) har terhitung sejak diketohuinyg don/atou ditemukannya
pelonggaron Pemilihan [vide kefenfuan Posal 4 oyot (2) Perbowosiu No. 8
Tahun 2020);

UBlI SOCIETAS 1B 1Us
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f} Perlu PEMOHON pohami dan cermali, bohwa Bawasiy Kabupaten
mempunyal kewenongan unifuk memeriksa don memutus perkara
pelanggaran adminisirasi pemihan yang bersifal TSM dalom jangka
wakiu 14 {empat belas] hari, don apabila pasangan calon yang
melakukan pelanggaran dinyatakan terbukti dapat dikenai sanksi berupa
pembatalan pasangan calon {Vide Pasal 135A ayat (§) UU No.1Q tghun
2020);

g) Bahwa fakianya, fuduhan-tuduhan yang didalikkan PEMOHON dalam
permohonannya mengenai Pasangan Calon Bupali dan Calon Waokil
Bupatli Serang Nomor Urut 2 menggunckan alat negara untuk
mengsukseskan dan memenangkan pasion nomor wut 2, sehinggo
membuat proses pikado yang penuh dengan kekhawotiron, diskiiminosi,
infimidasi, dan munculnya rasa takut unfuk memiih don mendukung
Pasangan Calon yang di hendaki Masyarakat dar hali nuraninyg,
temyata pada faktanya tuduhon PEMOHON tersebut hanya sebuah
asumsi yang diduga dilckukan karena fidok menerima kekalohannyq,
dan alos  luduhan-fuduhan  mengenal  adanya  pelanggaran-
pelanggoran sebagoimana terural dolom permohonan PEMOHON
tersebut tidak terbukti kebenarannya dan tidak beralasan hukum dengan
adanya Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu; (Vide Bukti PT-7)

Maka berdasarkan argumentasi hukum fersebult diclas, oleh karena
permohonan yong diajukan oleh PEMOHON didalam perkora ini bukoniah
tentang sengketa hasil pemilihan meloinkan tenlang pelanggaran
pemilihan, dan menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang
mengadill permohonan Pemohon sebagaimana diteniukan oleh peraturan
perundang-undangan, dengan demikian, materd permohonan yang diajukan
oleh PEMOHON harusich DITOLAK olou sefidak-fidoknya TIDAK DAPAY
DITERIMA.

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing) PEMOHON DAN PERMOHONAN
PEMOHON YANG MELEBIHI AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONAN.

Menurut Plhak Terkoil, PEMOHON tidok memilikd kedudukon hukum uniuk
mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasit pemithan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 dengan alasan sebagal berikut

1. Bohwa berdasarkan Kepuluson Komisi Pemilihon Umum Kabupaolen
Serang Nomor : 2028 Tohun 2024 feniang Penelapan Perolehan suara
hasilt Pemilhon Bupoli don Wokdl Bupal Serang Tohun 2024 yong
divmumkan pada hari Rgbu tanggal 04 Desember 2024, Pukul 17.00 WiB
menyatakan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan yang memperoleh suara
terbanyak dengan rincian sebagai berikut :

UBl SOCIETAS 181 1US
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ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW
SK KEMENKUMHAM No. A ) AH.01.07. :
 TERAKREDITASI ' Mo, MLNM.03.03 TAHUN 2021

Dr. H. Andika Hazrumy,
1 8505 . MAP., dan 254 494 | Selisih Suara antarg
H. Nanang Supriaing, 3.50s., | Pemohon dengan
M.SI. Pihak Terkait adalah
Hj. Rotu Rachmaiuzokiyah, 344140
2 |S5.pd. MM Don Muvhammad | 598.654 | Suara dan afau setara
Naljlb Hamas, SE, MM Selisl 40.34 % Suara

2. Bohwa berdasorkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor : 1473
tahun 2024, tanggal 20 Seplember 2024, tenlang Penetapan Rekapitulasi
Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Serang Provind Banten Dalam
Penyelenggora Pemilhan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Waokil
Bupoli Serong Serentak Tohun 2024 Jumioh Penduduk Kobupalen Serang
sebanyak 1.225871 {satu juta dua ralus dua pulvh ima rdbu delapan rotus
tujuh puluh satu) Jiwa; (Vide Bukdi PT-8)

3. Bahwa iolal jumiaoh svora soh dolom pemilihon Bupali don Wokil Bupaoli
Serang adaloh sebanyok 853.148 (delopun rolus lima pulvh figa rbu
serigus empot pulvh delapon) Suare dengan jumiah Penduduk
Kaobupaten Serang sebanyok 1.225.871 {solu juto dua ratus dug puluh ima
ribu detapan ratus fujuh puluh satu) Jiwa, sehinggo maksimal selisih suara
yang dapal mengajukon permochonan kepada Mahkamah Konstilusi
adaloh 0,5% suara [Vide Pasal 158 Ayat {2) huref d UU No.10 Tohun 2018
dan Bukli PT-4;

4. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen dan/atau surat-surat Perolehan
hasil Suara Pemilihan Bupali dan Wakil Bupati Serang, selisth suara antara
PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah sebanyak 344,140 Svarg atay
Selara 40.34 % [empat puluh koma figa puluh empat persen),
sebagaimana pedoman teknis penghitungan selisih perolehan suara
dalam pemilihan Gubemur, Bupali dan Walikota;

5. Bahwa PEMOHON fidak memiliki legal stonding unfuk mengojukan
permohonan perselisihan hasil pemithan Bupali dan Wakil Bupali Serang
Tohun 2024, korena permohonan PEMOHON fersebut bertentangon
dengan peraturan perundang-undangan yong beriaky, adapun oloson
hukumnya adalah sebagai berikut :

a} Bohwa jumich penduduk Kobupaten Serang Tohun 2024 adaloh
sebonyak 1.225.871 {satu jutc dua rotus dua puluh ma ribu delopan

JuBi socieETASsS IBi 1US :
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ADVOKAT, MEDIATOR ?.;s ATTORNEY AT LAW

ratus tujuh puluh solu} jiwa berdasarkan Surat Kepulusan KPU
Kobupaten Serang Nomor @ 1873 fohun 2024, tanggal 20 September
2024, teniang Penelopon Rekaopitulasi Dafiar Pemilh Teigp
Kabupaten Serang Provinsi Banten Dalam Penyelenggara Pemilhan
Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupafi dan Wakil Bupali Serang
Serentak Tahun 2024;

Bahwa berdosarkan Pasal 158 Ayatl {2) hurel 4 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 ieniang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemithan Gubemur, Bupali doan Walkota menjadi Undang-undang,
yang menegaskan !

“Kabupaten/Kota dengan jumiah penduduk Ilebih dari
1.000.000 [satu juta) jiwa. pengajuan perselisihan perolehan
suara dilokukan jika ferdapal perbedoan paling bonyok
sebesar 0.5% {nol koma lima persen) dar folal suara sah hasil
penghifungon suara fohap akhir KPU Kobupaten/Kota”

Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tohap akhir yang
ditetapkan oleh KPU Kabupaten Serang adaiah sebesar 853.148
{delapan rafus Ima puluh figa ribu serfous empal puluh delapan)
suagra, hal inf sebagaimanag terfuong dalom Model D Hasl KABKD-
KWK-Bupatl Halaman 2-2 Lembar 2 (dua), pada harl Rabu tanggal 4
Desember 2024 tentang Berita Acara Dan Serdifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungon Perclehan Suora Dar Setficp Kecamatan Dalom
Pamifhan Bupoli Dan Wakil Bupali Tahun 2024;

Bahwa adapun penghilungan perseniase selisih perolehan suara
pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 adalah sebagai
berikut :

1} Jumiaoh Penduduk Kabupaten Serong adalah 1.225.871 {satu jula
dua ratus dua puluh fima ribu delapan ratus fujuh puluh satu) jiwa,
sehingga masuk kategor 0.5% sebagaimana ketentuan Pasal 158
ayat {2} hursf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tenfang
Perubohon Kedua otas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubermnur, Bupati
dan Walikola menjadi Undang-undang;

Mokite 1 08784948 1547 Ewail. ! ptihtajusaszhan20tgmail.com
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2} Perolehan Suara :
Pasion No,1

LSO IND

1 254,494 Suorg [PEMOHON])

b J TN

Terbanyak
Total suara sah < 853.148 Suara

3} Selisih Perolehan Suara antara Peraih Suara Terbanyaok dalam hal
ini Pasangan Calon Bupali dan Wakil Bupati Serang Nomor Urut 2
selanjulnya disebut PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON adaiah
598.654 - 254.494 = 344.180 svara yaitu Selisih 40.34 % Svara;

Kesimpulonnyg :

Sefisih perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan
peraih suara terbanyak yaitu PIHAK TERKAIT adalah 344.160 suara
yaitu Selisih 40.34 % Svorc aolou lebih dari 0,5% Svara, sehinggo
Permohonan PEMOHON dalaom perkara a guo fidak memenuhi syarat
formil unfuk mengajukan permohonan perselisihan penefapan
perolehan suara tahap akhir hasit Pemilthan, dan berdasarkan data
penghitungan persentase tersebut diatas, jelas secara hukum
permohonan PEMOHON didalam perkara a quo juga tidak memenuhi!
ketentuan sebagaimana dimaksud dalom Pasol 158 ayat {2) hurut d
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedug
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penstopaon
Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-undang Nomor 1 Tahun
2014 tentong Pemilhon Gubemur, Bupali don Waolikolo menjodi
Undang-undang, karena selisih perolehan sugra ontora pemohon

~ dengan pasangon colon peraih suara terbanyak adaloh lebih dord 0,5
% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang
ditetapkan oleh KPU Kabupaten Serang {(TERMOHON). Maka sudah
sepatuinya dan berdasarkan hukum permohonan PEMOHON DITOLAK
alau selidok-lidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA;

6. Bahwa oleh karena permohonan PEMOHON tidak memenuhi kefentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat {2) hurut d Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2014, moka secora konstitusional PEMOHON
tidak memiliid Legal Standing dolam mengajuvkon permohonan perkara o
quo karena berfentangoan dengon peraturan perundong-undangon yong
beriaku;

UBy SOCIETAS 1BL 1US
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-

No. ML.NM.03.03 TAHUN 2021

Berdasarkan urolon-uraian lersebut dialas, permohonan PEMOHON telah
MELAMPAUI AMBANG BATAS pengajuan pemmohonan Perselisthan  Haosil
Pemilihan Bupali dan Wakil Bupali Serang Tohun 2024 pada Mahkamah
Konsfitusi, oleh karena PEMOHON fidak memiliki Legal Standing, maka sudah
sepaivinya Mahkamah Konsllusi memuiuskan/menelapkan yang amamya sesuai
dmgcm k@sdtm ?aml 59 lwwf a PMK No. 3 thun 2024 yaitu betbwm

Bahwa PIHAK TERKAN memohon agar yong telah divrakkan dalom Eksepsi diatas
dapal dioggop merupakan salu kesatuan yong lidaok terpisahkan dori daolil-doli
keterangan PIHAK TERKA Dalom Pokok Perkara ini;

a.  TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBELS)

1. Bohwa PEMOHON mendalikan di dalom permochonannya halomon 11
angka 1 5/d haloman 44 yang pada infinya ©

“Bahwa sebagaimana teloh menjadi yurisprudensi Mahkamah dalaom
memutus persefisihan hasit Pemilukada, Mahkamah tidak hanya
memeriksa dan mengadif perselisihan hasil penghitungan suarq, tetapi
juga memeriksa don mengadili  proses Pemilvkada  yang
mempengaruhi hasil penghifungon suara Pemilukada, terutoma jika
terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan
masif, oleh sebab Ifu, meskipun menurut undang-undang yang dapot
diadili oleh Mahkamoh adalaoh hasil penghifungan suarg, nomun
pelkanggoran-pelonggaran  yang menyebabkan leradinyg hasd
penghitungan suara yang kKemudian diperengkelakan dakim
permohonan, harus puia dinfiai serta dimaknal demi dan unfuk
menegakkan keadilan......... dsf”

Penling untuk di ketahul dan di pahami terutama dalam hal ini PEMOHON
seloku phhok yong mengojukan Permohonan, berkenaan dengaon
kewenangan Mohkomoh Konstifusi yang pado pokoknya Mahkomoh
Konsfitusi memang tidak berwenang memeriksa dan mengadil
permohonan a quo, karena jelas bahwa Mahkamah konstitus! hanya
berwenang memerlkso don mengadiii “Perkarg perselisihan penefopon
perolehan svara fohap akhir hasl Pemilihan sampal dibentuknya badan
peradilan khusus” sebagaimana ketentuan yang teriuang dalam Pasal
157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemeriniah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

UB! SOCIETAS (Bl 1US
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=

 TERAKREDITASI ¥ UMMAM Mo. M.NH.03.03 TAHUN 2021

Tentang Pemibhan Gubemur, Bupali, Dan Walkola Menjadi Undang-
Undang {lembaoran Negara Republik indonesio Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesic Nomor 5898,
selanjufnya disebut UU 10/2016);

Sedangkan jika di cermati dan di teliti tethadap permohonan PEMOHON
yang di agjukan pado Mahkamoh Konstifusi dalom perkara o quo lebih
kepada asumsl dan/atau tuduhon leradinya pelanggaran yang bersifat
terstrukiur, sislemalis, dan masif (TSM) dimana hal tersebult adalah
kewenangan dan ranahnya Bawasiv untuk memeriksa BUKAN Mahkamah
Konstusi sebagoimana ketentuan daolam Pasal 135 A ayat {1} & {2)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubchan Kedua Alas
Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2015 Tenlang Penelaopan Peraluran
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubemur, Bupati, Don Walkola Menjadi Undang-Undang;

Selagin Itu, jika yang dimohonkan oleh PEMOHON pada Mahkamah
Konstitusi adaloh untuk “"Membatokon Keputusan Komisi Pemilthan Umum
{KPU} Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 Tentang Penefapan
Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun
2024 tanggal 04 Desember 2024 Pukul 17.00 WIB", seharushya
permohonan PEMOHON memuatl penjelasan mengenai kesalahan hasil
penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dalam hal ini KPU
Kabupaten Serang tersebul bisa lerjadl, juga seharusnya memuat hasil
penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON seperll apa dan
bagaimana, sehingga menjadi jelas mengenal persoalan yang
disengketakan dalam perkara a guo, sesudl dengan ketentuan yang
diagtur dalam Pasal 8 Ayat {3) huruf b angka 4 dan angka 5§ Peraturan
Mahkamah Konstilusi Nomor 3 Tahyn 2024 tentang Tola Beracara Dalam
Perkara Perselisihan Hasll Pemilthan Gubernur, Bupall, Dan Walikota:

Bahwa dengan baoanygknya kekoburon don  kelidgk cermatan
pemahaman PEMOHON daolom mempeosisikan persoalon pelanggaran
yong bersifal terstruklur, sislematis, dan masif {TSM} serfa kekoburan,
ketidok jelasan dan kelidok lengkapan mengenal penjelasan seperfl apa
kesaichan hasil penghifungon svara yang ditelapkan oleh TERMOHON
dalam hal ini KPU Kabupgaten Serang dan bagaimana hasil penghitungan
suarg vang benar versl PEMOHON dalam permohonan PEMOHON pada
perkara o gquo, hal tersebul fentu akon menyuilitkan dan/oiou
membingungkan PIHAK TERKAT karena anlara Posila dan Pelitum dalam
permochonan PERMOHON fersebuf saling berfentangan dan/alavu fidak
adanya kesesuaian, dengan demikian ddlil-dalil dalam permchonan
PEMOHON tersebut jelas merupakan bentuk dalil yang obscuur libel {lidak
jelas/kabur), moka adalch potut don wajor apablic Maohkamuoh Konsifiusi
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S‘W&.
TERAKREDITAS! KEMEN { Mo. MNH.03.03 TAHUN 2021

fidoknya TIDAK DAPAT DITERIMA (Nie! Onivankefijk Verkioard) karena
obscuur libel flidak jelas/kabur);

2. Bohwa Posita (pokok permochonan pemochon] dan Petitum didalom
permohonan PEMOHMON, esensingyg ldak sesuqi dengan format
permohonan yang diatur didalam PMK No. 3 Tahun 2024, dengan aloson
sebagal berkut @

Bahwa esensi materi permohonan PEMOHON didalam Positanya
mendalilkan yang intinya ©

“Bahwa menwut Pemohon meskipun felgh diloksonokan
penghitungan suara oleh Termohon sebogaimana fobel tesebut
diagtas, akan tetapi nyata banyogknya pelanggaran serius yang
ferjadi dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Serang Tohun 2024";

“Bahwa keberglon Pemohon didasarkan pada alason, terhadap
hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serag Tahun 2024
tersebut banyak diwamai dengaon berbogoi fokfa  atos
pelanggoran, kecurangan serta ketidak patufan yang menciderai
sarana kedaulatan rakvat yang seharusnya diselenggarakon secara
umum, bebas, rmohasio, jujur, don odil bok daglam proses
penyelanggaraan maupun dalam proses pemungutan suara hingga
pada penghitungan suora, bak yang dilakukan oleh Termohon,
Bawasly, maupun oleh Pasangan calon Nomor Urut 2 sebagai
Pasangan calon yang berdasarkan Kepufusan Komisi Pemilihan
Umum Kgbupafen Serang Nomor 2028 Tohun 2024 Tenifang
Peneilopan Perolehan Sugrg Hosil Pemiihan Bupoil don Wakil Bupaii
Serang Tahun 2024 tanggo! 04 Desember 2024 feioh ditefapkon
memperoleh suara terbanyak”;

"Bahwa Berbagal fokia yang kami maksudkon felah merugikon
Pemohon secara signifikan tersebyt dilagkukan koreng Hdak
profesionalnya Termohon, Bawaslu, dolom menyelenggorakaon
pemilu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupatl Kabupaten Serang Tahun
2024 sehinggo menghaosikon pemilu yang tidak fair”;

“Bahwa Pelanggoron juga diagkukan oleh Pasongan calon Nomor
Urut 2 yong merupokan pelonggaran-pelonggoran yang felah
memenuhi unsur ferstrukiur, sistfematis don maossif, yong dopot
dijadikan dasar seria alasan bagi Pemohon serta Mahkamah untuk
difakukanya diskuaiifikosi Terhadaop Pasangan cagion Nomor Uruf 2
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atas nama Hj. Ralu Rachmaluzakivyah S.Pd,. MM dan Muhammad
Najib Hamas, SE,. MM tersebut”;

Bahwa mengenai dall PEMOHON yang mendaliikan telah teradi
pelanggaran pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, massif {TSM) yang
ferjadi dalam proses penyelanggoaraan maupun  dalom  proses
pemungutan suara hingge pada penghitungan suara, bak yong
dilakukan oleh Termohon, Bawasiu, maupun olel Pasangan caion Nomaot
Urut 2, didalom Posita permohonan PEMOHON fersebut somao sekaoll fidak
menjabarkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana
tuduhan/asumsi PEMOHON mengenal adanya pelanggaran pemilihan
secara Tershruldur, Sistematis, maossif {TSM) yang dilokukan oleh Termohon,
Bawaslu, maupun oleh Pasangan calon Nomor Unut 2, don boglamana
persandingan perolehan suara antara perolehan suara versi PEMCHON
dengan versi TERMOHON yang dipercleh di Hap-tlap Kecamatan/Desa
se-Kabupaten Serang;

Bahwa jika mengenai sefisth perclehan suara versi PEMOHON dalfam
permohonannya saja TIDAK ADA, iantas bagaimana Mahkamah Konstitusi
dapat memerksa dan mengadil perkara a guo yang notabenenya
kewenangon Maohkamaoh Konsfitusi odaloh untuk memerksa dan
mengadili Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir
hast Pemilihan, dengan tidak diuralkannya selislh secara jelas dan
lengkap mengenal perhltungan yang benar versl PEMOHON dolam Posita
permohonannya, hal tersebul membuklikan bohwa permohonan
PEMOHON fidak sesual dengon format yang felah diteniuvkan didalom
Pasal 8 Ayat (3) huruf b PMK No.3 Tahun 2024;

Bahwa selgin Hu, didolom Pefiflumnya pemohon fidok meminta agar
Mahkamah Konstitusi menelapkan perolehan suara versl pihak PEMOHON
sebagaimana format yang ditentukan didalom PMK No. 3 Tahun 2024,
namun tiba-tiba PEMOHON meminta TERMOHON selaku KPU Kabupaten
Serang untuk menerbltkan Surat Keputusan vang menefapkan Pasangan
Calon Nomor Uit 1 Andika Hazumi dan Nanang Supriotna sebogai
pemenang dan/atau Cgalon Terpllih poda pemilhon Bupall dan Wokil
Bupatli Serang Tahun 2024, atas hal tersebut menunjukan ketidak jelasan,
kekaburan dan adanya kelidak sesuaian format permohonan yang di
atur dalam ketentuan PMK No.3 Tohun 2024 mengenai mater
permohonan PEMOHON dalam perkara g quo;

Bahwa penguraion dalil permohonon secora jelos don lengkap
mervpokon svotu kehoruson dolom beracora di pengadilon, hol ini
menjadi penting karena uraian yang dibuat secara jelas dan lengkap di
dalam sebuah permohonon bertujuan agor tidak menyufitkan danfatau
membingungkan Pihhok-pihok  yong  berperkara untuk  membuat
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bantahanfjowaban dalom rangka mengungkap fakta yang sebenamya.
Jika didalam perkara o guo PEMOHON honyo mendolikan seperli
tersebut dalom permohonannya, maka dali yang demikion ifu jelas
merupakan bentuk dalil yang obscuur fibel {lidak jelas/kabur).

Bahwa oleh karena dolil-dalil permohonan PEMOHON dalom perkara o quo
tidak jelas/kabur {Obscuur Libel), maka berdasarkan Pasal 59 huruf a PMK No.
3 Tahun 2024, paiut don wolor kiranya Mohkamoh Konstitusi menyatakon
permohonan PEMOHON [IDAK DAPAT DITERIMA (Nief Onfvankelijk Verkioord),
karena tidak memenuhi syarat Formil Permohonan Perkara perselisihan
penetapan perclehan suara tahap akhir hasll Pemillhan;

b. POSTA DAN PETTUM PEMOHON YANG TIDAK BERSESUAIAN DAN/ATAU
BERTENTANGAN.

1. Bohwa PIHAK TERKAIT menilai dalil-dalii permohonan PEMOHON adalah
sebuah asurmsi, mengadao-ada, tidok jelas, tidak cermat, dan kabur serta
fidak bergiosan hukum, sebab PEMOHON fidok menguralkan dengan
tegas dan jelas bagaimana pelanggoran-pelanggoran tersebut tedadi,
kapan dan dengan cara bagaimang TERMOHON/Bawasiu/Palon Nomor
Urut 2 melakukan pelonggaran-pelanggaran dalam proses pemungutan
perolehan hasit suara, serta kapan dan dimana terjadinya pelanggaoran-
pelanggaran  tersebut, yang kemudian pelanggaran-pelanggaran
tersebut secara signifikan dapaot merubah perolshan suara PEMOHON;

?2. Bahwa seharusnya di dolom dalil-dalil POSITA permohonan PEMOHON
dapat menjelaskan secara tegas dan jelas fentang kesalahan
penghifungan suara yang dilakukan TERMOHON dan perhitungan suara
yang benar menurut versi PEMOHON, sesuai dengaon ketentuan Pasal 8
ayal {3) hurui b angka 4 Pergiuran Mahkamah Konstiiusi Nomor 3 Tahun
2024 tentong Tota Beracara Dolom Perkora Perselisihon Hasil Pemifihan
Gubemur, Bupati, Dan Walikota, yang menegaskan:

“olasan-alosan  Permohonan  (posital, antaro  loin memuat
penjelasan mengenai kesalohan hasil penghifungon suara yang
ditetapkan oleh Termwhon dan hasit penghifungan svara yang
benar menurut Pemohon”;

3. Bahwa begitu juga dengan PETITUM permohonan PEMOHRON yang tidak
memual dengan fegas dan jelas tenfang hasil penghifungan suara yang
benar menurut versi PEMOHON, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat {3)
huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024
tentang Tata Beracara Dalom Perkara Persefisihan Hasil Pemifihan
Gubermur, Bupall, Dan Wallkola, yong menegaskan |
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‘hathal yang dimohonkan [petilum], memual anlara  loin
permintaon unfuk membaotakon penefopan peroiehan suara hasil
Pemilhan yang ditetapkan oleh Termohon dan menelapkan hasil
penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

4. Bahwa fokianya hingga saat ini tidak ada satv pun laporan di Bawasly
Kabupaten Serang dan kepulusan dari Bawasiv Kabupaoten Serang
maupun darl pihak-plhak yang berwenang loinnya mengenal
pelanggoran-pelanggaran selama pitkkada Kabupalen serang tahun 2024
berlangsung mengenai Pasion Nomor Urut 2 dalam hal ini PIHAK TERKAIT
yang dituduhkan oleh PEMOHON di dalom dgalil-dalil permohonannya
tersebut; '

5. Bahwao permchonan PEMOHON tidok jelas/Kabur, karena pada prinsipnya
dalikdalil Permohonan PEMOHON dalam pokok perkara ¢ guo hanya
sebatas asumtif belaoka vang tidok diseriai bukti-bukti yang jelos dan
mendasar, serfa tidak pula terukur secara pasti bagoimana dan sebesor
apa dompak dugaan pelanggoran-pelanggaran  dilokukan  PIHAK
TERKAT yong diluduhkaon PEMOHON terhodaop perolehon suora
PEMOHON dalam Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024,
oleh karenanya sangat jelas bahwa dalil-dali PEMOHON dalam
permohonannya tersebut fidok berdasar don fidok berolosan hukum;

6. Bohwo selonjuinya PEMOHON dalom mengoaivkan  Permohonan
perselisihan penetapon perolehan suara tahap akhir hasit Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, PEMOHON sama sekali tidak
memahami konteks, subsiansi dan falocara dalam mengajukan
——r pevselisinan penelapan perole! soues: Dl ey Buall
Pemithan poda Mahkomaoh Konsiifusi, seharusnya pesmohonon
PEMOHON harus dilandaskan kepada giuran-aturan yang ada seria
Peraturan Mahkamah Konstitusi yang menjadi hierarki peraturan
perundang-undangan yang dibual dalom rangka mengatur substansi
dan lalgcara proses penyelesgian sengketa hasit perhitungan suarg
dalam perkara perselisihan hasil Pemifhon Gubemur, Bupatli dan Walkoig;

7. Bahwa dalil-dalil pada Posila permohonan PEMOHON sangat
bertentangan dengan Pelilum permochonan PEMOHON, dimana
PEMOHON meminia agor Mahkamah Konsiituss  memeriniahkan
TERMOHON uniuk membatakon Kepulusan KPU Kabupaten Semang
dengon alosan fidok Provesionol don adonya Kecurongon dalom
penyelenggorakon Pikada maupun daolom proses pemunguion suara
yang telah menetapkan suara Paoslon Nomor Urut 2 Hi. Ralu
Rachmatuzakiyah, §.Pd, MM dan Muhammad Najib Homas, SE, MM Calon
Bupati don Waokil Bupatli Serang (PIHAK TERKAINT mempercieh suara

UBl SOCIETAS 1B 1US

Office ﬁsymww&m FMM&WMWSMWP&M&MWWMW} R 007
" k Joya, ¥ota Serang Ptovmauﬂm&ma

Hichite ; 08764944 1547 ﬁmar‘ s efFeresil gmmusaammmagma o

BOBOT PANGAYOM TIMBANG TARAJU| 18



PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, ?ﬁ%iiﬁ%,%"’”}ﬁ b AT T "'%3”3‘%’&«%“5 AT ih’%‘”

-

terbanyak dan mendiskuaiifikasi pasangan calon nomor wrut 2 Hi. Ratu
Rachmatuzokiyah, S.Pd, MM Dan Muhommad Najib Hamas, SE, MM
{PIHAK TERKAT}, tetapi PEMOHON sama sekali fidak menguraikan alasan-
alasan yang didasari ketenfuan hukum terhadop fokia-fakia/perbuatan
mana yang menyebabkan pengurangan perolehan suara PEMOHON dan
seperti apa perhitungan yang benar versi PEMONHON yang tentunya harus
berdasar don beralosan hukum, moka menurul PIHAK  TERKAT
parmohonan PEMOHON lersebul dicjukan kepada Mahkamah Konstitusi
hanya didasar dengan asumsi PEMOHON semata yang fidak berdasar
menurut hukum;

8. Bahwao PEMOHON pada Pelitum permohonannyc poda angka 3 meminia
agor “mendiskuglifikasi PIHAK TERKAIT [Paslon Nomor Urut 2 Hj Ralu
Rachmatuzakiyah, $.Pd.MM. dan Muhammad Najib HamasS.E .MM,
Calon Bupatli dan Wakil Bupali Serang] don menefapkan PEMOHON
sebagai Pernenang dan Calon Terpiilh pada Pemilihan Bupati don Wokil
Bupati Serang Tahun 2024". Namun didalam posita permohonan
PEMOHON sama sekall fidak mendallikan tentang alasan-alasan, bukdl-
bukti serta londasan hukum yang mendasori unfuk mendiskualifikasi
PIHAK TERKAIT sebagai Pemenang dan Calon Terpilih pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 dan menefapkan PEMOHON
sebagai Pemenang dan Calon Terpith pada Pemifihan Bupati dan wakil
Bupati Serang Tahun 2024;

Berdusarkan urglon-uralan tersebut diatas, seluruh dalil-dalll dalam Posita
Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON sama sekali fidok berkesesualan
dengan Petitum permohonan Pemohon, maka cukup beralasan hukum bagl
Majelis Hokim Maohkamah Konsiitusi yong memeriksa dan mengadili perkora
a que uniuk menyatakan Permohonan Pemohon DITOLAK dan/aotau setidak-
tidalinya TIDAK DAPAT DITERIMA {Nief Ontvankelijk Verkioard).

MENGENAI PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASSIF
YANG SECARA SIGNIFIKAN DILAKUKAN OLEH CALON NOMOR URUT 2 DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERANG TAHUN 2024.

A.  MENGENAI MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (MENDES
PDT) BERNAMA YANDRI SUSANTO MENGGUNAKAN KEWENANGANNYA UNTUK
MENGGERAKAN KEPALA DESA DALAM PILKADA BANTEN 2024 UNTUK
KEMENANGAN PASLON BUPATI DAN WAKLI BUPAT! (RATU RACHMATU ZAKIYAH
DAN MUHAMMAD NAJIB HAMAS) NOMOR URUT 2.

1. Bahwa PHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON
kecual hakhal yang dickul secara tegas oleh PIHAK TERKAIN, dalam
keterangannya PHHAK TERKAIT menerangkan bohwa Komisi Pemihan
Umum seloku TERMOHON lekah menyelenggorakan Pemifhan Umum
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Kabupaten Serang sebogoimana amanat Pasal 2 Undang-Undong
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 fentang Pemilhan Gubernur, Bupali
dan Walikota Menjodi Undang-Undang yang felah dilaksanakan secara
demokratis berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan
Adil [LUBER JURDIL);

2. Bahwa terkail dolil PEMOHON di dalam permohonannya pada halaman
14 angka 8 s/d halaman 24 angka 27 yang pada infinya menyatakan :

“bahwa Yandr Susanfo yang saaf ini menjobat sebagai Menter
Desa sangal memahami tenfang struklur Kepaia Desa yang berada
dibowoh noungon Kemeninan Deso dalom menyelenggorakon
pemerintahan di bidang pembangunan desa daerah tertinggal,
yang mana Yondri Susanfo kemudiaon menyalkahgunakan
kewenangannya sebagai Menteri Desa dalam menggunakan kop
Surat resmi kementdan desa dan pembangunan daerah tertinggal
untuk mengundang poado ocara haul, hard santi dan tosyokuran
serfa untuk kepentingan pribadi isirinya dakam rangka pemenangan
calon bupati dan wakil bupafi Kabupaten Serang, acara fersebut
menggunakan Backdrop/Spanduk yang berlogo Kemenirian Desa
dan Pembangunan Doerah Terfinggal ... .dst)”

"Bahwa selanjulnya Yondri Susanito melakukan pelanggaran secarg
Jerstruktur dengan mengumpuikan seluruh Kepala Desg Je-
Kabupaten Serang melalui Asosiasi Pemerinftah Desa  Seluruh
Indonesia [APDESA] Kabupaten Serang, unfuk melakukan acara
Konsolidasi pemenangan calon Bupati dan Wokil Bupati Kabupaten
Serang yang dikemas dalom Acorg RAKERCAB APDESI Kabupalen
Serang secara Sistematis dan Tershrukius, Yandr Susante yang belum
dilantik menjadi Menteri desa akan tetapi panitia dan dirinya sudah
mengefahui akan diantik menjodi Menteri desa dengon
mevyakinkan kepada seluruh Kepala Desg yaong hadir dalaom acara
RAKERCAB APDESI Yondr Susanfo okan menjodi Menleri Desgo,
selesai acara tersebut terdapal pemberon vang masing-mosing
sebesar Rp. 2.000.000,- {dua juta rupiogh} yang diberkan kepadg
para kepala desa se-Kaobupalen Serang, yang bersumber dari
Andra Soni dan Achmod Dimyati Natokusumah seloku Paslon
Gubemur dan woakil Gubemur Provinsi Banten Nomor Urut 2 sebesar
Rp. 1.000.000- {saty juta rupiah) dan dar Raoly Rochmatuzakivah
seloku Calon Bupali Kabupaten Serang sebesar Rp.1.000.000,- {saifu
juta rupiah) ......... dst;”

Mengenal dall PEMOHON tersebut diatas, agar Hdok melampaul batas
kewenangan dan agar nalor dalom penerapan peraturan dan/atou
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ketentuan tidak keliru, sangal pery PEMOHON pohami dan cermati
bahwa terkait Pelonggoron Adminishasi Pemilhan yong Bessiial
Tershrukiur, Sistematis dan Masif adalah ranah dan kewenangannya ada
pado Bawasly don Mahkomah Agung BUKAN Mahkamah Konsditusi,
sebagaimana ketentuan yang dialur dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilthan Umum;

Bahwa mengenal Bapok MENDES PDT Yondhd Susonto yong soat ind
menjobal sebagai Menteri Desa saongol memaohami tenfang sirukiur
Kepala Desa yang berada dibawah naungan Kementrian Desa dan telah
menyalahgunakan  kewenangannya  sebagal Menteri desa  uniuk
memenangkan Paslon Nomor Urut 2, dalil tersebut adolah dalll yang tidak
benar dan sebuah finch yong kejli, ketlidak konsistenan dall PEMOHON
vang temyata hanya mengedepankan asumsi serta meyebar fitnah
ferhadap PIHAK TERKAN karena belum bisa menerima kekalohannya
dalam pemilihan bupati don wakil bupati serang Tahun 2024, dimana
tuduhan-fuduhon PEMOHON tersebul songat nyola terfihal kefidok
benarannya, seperti yang PEMOHON dalilkan bahwa Bapak MENDES PDT
Yandr Susanio mengadakan ocarg houl, hari sanli dan losygkuron
dengan menggunakan Backdrop/Spanduk yang berogo Kementrian
Desa dan Pembangunon Daerah Tertinggol BUKAN menggunakan
backdrop/Sepanduk yang mengaick para undangan memilh Paslon
Nomor Urut 2 yailu PIHAK TERKAN, ini jelos tuduhan don fithoh yong
dilayangkon PEMOHON mengenal acarg haul, hor sanii don tosyakuran
yang diadakan oleh Bapak MENDES PDT Yandr Susanto yaitu sebuah
kedok untuk memenangkan PIHAK TERKAI, tuduhan fersebut adalah
sebuah fitnah yang keji, bagaimana bisa PEMCOHON mengaitkan acara
se-agamis tersebul dengan tuduhan unfuk pemenangan Paslon Nomor
Urut 2 hanya karena PEMOHON belum bisa menerima kekalahannya
dalarmn kontestasi Pilkada Kabupaten Serang Tohun 2024, terbukti dengon
adanya Pemberitahuan Teniang Stotus Laporan Tidok Difindaklanjuli
dengan Nomor Laporan : 017/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024 tertanggal 05
November 2024; (Vide Bukdi PT-9)

Bahwg Bopok Yondid Susanto  jugo  bukon  merupokan Tim
Pemenangan/Tim Kampanye Dalam Koalisi Serang Bohagia yaiiv
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupall Nomor Urut 2 dalam hal ini PIHAK
TERKAIT, pada pemilihan Kepala Dgerah Kabupaten Serang Tahun 2024,
Terbukli dengan adanya Surat Kepufusan Nomor : 018/SK.TP-SB/X/2024
tertanggaol 5 Oklober 2024; (Vide Bukli PT-10)

Perly di ketahui bahwa mengenai Kehadiran Bapak Yandri Susanio pada
acara RAKERCAB APDESI sebagaimana dalii PEMOHON dalam

permohonannya tersebut, dapat dilegaskan bahwa Bapak Yandrd Susanio
hadly dolom acore tersebut adoloh sebagol undangon don/alou
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berilikad bolk memenuhi undangon darl penyelenggara yally APDESI
Kobupaten Serang, jugo Bapak Yandri Susanto saal acaro fersebut belum
menjabatl sebagai Mendes PDT Republik indonesia, begilu pun dengan
ibu Raty Rachmatuzokiyah yong hadir pada ccara fersebut hanya
sebaltas memenuhi undangan sebagai ittkad baiknya, ferbukli dengan
adanya Surat Undangan Nomor : 021/DPC.SRG/X/2024 tanggal 02
Okiober 2024 dari Ketua DPC APDES!I Kobupaten Serang kepada Bapaok
Yandrl Susanto dan adanya Sural  Undangan Nomor ¢
022/DPC.SRG/X/2024 tanggal 02 Okiober 2024 dari Kelua DPC APDESI
Kabupaten Serang kepada Ibu Ratu Rachmatuzakiyah; (Vide Bukti PT-11)

Dalom Pasal 135 Undang-Undang Nomor | Tohun 2015 tentong
Penetapan Peraluran Pemesidnich Pengganti Undangundang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilhan Gubernur, Bupatl, Dan Walkota Menjadi
Undang-undang menyatakan :

1} Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalom Pasal

134 ayoti {1] yong merupakan :

a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diferuskan oleh

Bawagsiu kepada DKPP;

b. pefanggaran adminisirasi Pemilihan diferuskan kepada KPU, KPU
Provinsi, atau KPU KabupatenfKota, {Sebagamiona perubahan
pado Pasal 135A DU 10/2016);
sengketa Pemitthan dielesokan ofeh Bawasiu; dan
tindak pidana Pemihan ditindakianjuti oleh Kepolsian Negara
Republik iIndonesia;

Qo

2} Laporan findok pidang Pemilihan sebagaimana dimaksud pada oyat
{1} huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik indonesia
pofing loma 1 x 24 [satu kol dua puluh empat] jom sejok diputuskon
oleh Bawaslu Provinsi, Ponwas Kabupaten/Kota, dan/afau Panwas
Kecamatan;

Sedangkan terkat dengon adanya pelanggoran-pelanggaran
Administrasi Pemilihan yang Bersiial Terstrukdur, Sislemalis don Masi

sebagaimana yang diluduhkan oleh PEMOHON, maka seharushya
PEMOHON dapat melaporkan dan diselesatkan melalvi Bowasly
Kabupaten Serang dan/atau Baswasiu Provinsi Banlen, sebagaimang
ketentuan yang diatur dalam Pasal 135A Ayat [1],12) dan {7}Undang-
Undang Repubik Indonesia Nomor 10 Tohun 2016, yang menegaskan
bohwa @

Ayat {1} : “Pelanggaran administrasi Pemifihan sebggaimang dimaksud
galom Poasal 73 gyal [2) merupakon pelonggaran yang
terjodi secara ferstruktur, sisternatis, dan massif.”
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Ayatl {2} "Bawasly Provinsi menerima, memeriksa dan memutus
pelonggaran administrasi pemiihan sebagaimana dimoksud
pada ayat {1} dalam jangka wakiu paling lama 14 [emapat
belas) hari kerja”;

Ayat {7} : "Mahkamah Agung memutus Upaya hukum pelanggaran
Adminisirasi Pemiihen sebogaimang dimaksud pada ayat
{6} daiam jangka waklu poling loma 14 [empat belos) hari
kerja terhitung sejok berkas perkara diterima oleh
Mahkamah Agung”;

Periv dikefchul bahwa dalil-dali fuduhan PEMOHON mengenai adanya
rencang yang matang dan terstrukiur dolom konsolidasi pemenangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut {2} yang
dikemas dalam acara RAKERCAB APDESL yong mana Yandrh Susanto
yang belum dilantik menjadi menter desa okan tetapi panitio dan dirinya
sudah mengetahui akan dilantik menjadl mented desa dengan
menyakinkan kepada seluruh kepaola deso yang hadir dalom acarg
RAKERCAB APDES! Yandr Susanto akan menjadi Menter Desa, tuduhan
tersebut tentu tuduhan yang amat sangat fidak berdasar dan fidak
beralasan hukum dan merupakan sebuah filnagh, dan sungguh ironis
karena tidak menerima kekalahannya PEMOHON berasumsi dalam dafit
dalii permohonannya fanpa dilandaskan bukti dasar hukum;

Bahwa RAKERCAB APDES! yang diselenggarakon tersebut adalah acara
yang tidak ada hubungannya dengan adanya kontestasi Pikada
Kabupaten Serang Tahunh 2024, dimana ketua darl APDESI Kabupaten
Serang yoang felah di tudubh melakukan pelanggoran pilkada di
Kabupaten Serang don dilaporkan sebagal perbyaian lindok pidang
pemilihan kepala daerah di kabupaten serang tahun 2024, faktanya Hidak
cukup bukil dan telah dihentikan Penyidikan-nya sebagaimana ferfuang
dalam Surat Ketetapan nomor : $.Tap/198.b/X/2024/Ditreskrimum fanggal
08 November 2024 dari POLDA Banten; (Vide Bukfi PT-12)

Dolll PEMOHON tersebut adolah dolll yong Hdok jelas, Hidak bercloson
hukum don hanya bersifol osumsi dori PEMOHON sajo, dikorenokan
PEMOHON fidak mampu menjelaskan secara jelas dan tegas bagaimana
terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dituduhkan PEMOMON
kepada TERMOHON don PIHAK TERKAN sehinggo dopat dikategorikan
sebagal pelanggoran yang bersiial Tershuldur, Sislemalis dan Massif;

Bahwa PEMOHON fidak memahami dengan utuh tentang definisi dar

Terstruktur, Sistematis dan Massif [ISM), perlu PIHAK TERKAIT jelaskan agar
PEMOHON paham mengenai I5M, yaitu sebagai berikut :
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a. Tershrukiur adoloh pelonggaran yang direncanakan secara matang
dan melibotkan pejabat penysienggara pemiiihan kepala dasroh
secarg befjenjang;

b. Sistematis adalah perencanaan secara matang dan strateginya baik;

c. Massif adaloh pelanggaran dilokukan secarg konfrehensif di wilaych
yang luas;

Perlu Makamah Konstitusi ketahui bahwa justru yang melakukan
pelanggaran-peianggoion  secara  Testruklur, Sistemalls  don Massif
adalah PEMOHON vaitu diantaranya sebagai berkut :

1} PEMOHON menggunakan Fasiitas dan Anggaran Pemerintah Daerah
yung dilakukan oleh PEMOHON selaku Paslon Bupali dan waokil Bupati
Serang Nomor Urut 01 Andika Hazrumy ~ Nonang Suprioina dengon
sengaja menggunakan rumah Jabtan Dinas Bupall Serang tbu Hl
Raty Talu Chasanah yang nolabenenyo Andika Hazumy Caolon
Bupali Serang Nomor Urut 1 adaolah Keponakan dari M. Ralu
Chasanah yang saat ini menjabat sebagai Bupati Serang, terbukdi
dengan status laporan yang ditindakianjufi oleh Bawasiu Provinsi
Banten dengan pelonggaron adminsirative dalam Laporan Nomor -
011/Reg/LP/PG/Prov/11.00/XY/ 2024 terfanggal 04 November 2024,
seigin iy perv diketghui bahwa Calon Wakil Bupali Kobupaten
Serang Tohun 2024 yailu Nanang Supriaitna Nomor Urut 1 adalah
selaku Sekretarls Daerah (Sekda) Petahana di Kabupaten Serang
Tahun 2024 ; (Vide Bukfi PT-13)

Bahwa kefidak nelralon Bupali Serong bu Hi. Rolu Talu Chosanah
selaku Buapti yang sedang menjabatl saat inl dan juga merupakan
bibi darl Andika Hazrumy sebagal Calon Bupall Serang Tahun 2024
Nomor Urut 1 tersebut, teryaia telah banyak Masyaragkat kabupaien
Serang yang mengungkapkan/menyampaikan keberatannnya atas
ketidaok nehalon Bupall Serang yong soot ini sedang menjabaot
tersebut terbukli dengon mendopotkon banyoknya protes dan/alau
unjuk rasa yong menunful agar bersikop nelral, terbukli dengon
adanya pemberitaan yang dimuat yaitu di link berita sebagai berikut :
{Vide Bukti PT-14)

ke»b asw-bcnien-mrn@d' n ahdak neffﬂ T

b. hiws //targetbuser. co.;djmcsswampdwasmdubkanfor«bupctb

Habile 1 08782044 1947 E‘mﬂt 3 e A pmmanzname’gmst com.
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c. hitps:i//catatanfakionews.com/politik/aliansi-masyarakat-peduli-
demokrasi-ampd-lakukan-aksi-demo-di-depan-pendopo-kab-
serang/

PEMOHON  dengan  sengaja melibatkan  Aparatur  Sipil
Negara/Pegawal Neger Sipll {(PNS) don melibatkan Prangkat Desa
sebutan lain/Perangkat Kelurchan dalam acara  Pengukuhon
Sahabat Andika Pasion Nomor Urut 01, terbukll dengan status laporan
yang ditindaklanjuli oleh Bawaslu Provinsi Banten kepada BKN
terhadap Terlapor atas nama Nasrullah dan kepada Bupati
Kabupaten Serang tferhadaop Terlopor atas nama Hayumi dengan
pelanggaran peraturan perundang-undangan igin dalam Laporan
Nomor : 006/Reg/LP/PB/Prov/11.00/X/2024 tertanggal 30 Oktober
2024; (Vide Bukdti PT-15)

PEMOHON dengan sengaja mellbatkan Kepala Desa dan Ketua 8PD
Desa Cikande Permal dengon adanya Kefidoknefralan yang
dilakukan oleh Kepala Desa Cikande Permai dengan mendukung
dan mengkampanyekan pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang
Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna
Nomeor Urut 1, terbuktli dengan status laporan yang Diteruskan oleh
Bawaslu Kabupaten Serang kepada Intansi tujuan Bupali Serang c©.g
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa {DPMD] Kabupaten
Serang  dolam  laporan Nomor :  002/PL/PB/Kab/11.07/1X/2024
ferfanggal 12 September 2024; (Vide Bukti PT-16)

Bahwa ketidak netrakan Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Cikande
Permai, temyatla telah mendopatkan banyok protes dar warga
dengan mengungkapkan/menyampaikan  keberatannnya  alas
kelidak netralan Kepaia Desa dan Ketua BPD Desa Cikande Permai
tersebut, sebagaimana telah dimuat dalam berita yaitu dengan link
berita sebagai berikut ; {Vide Bukdi PT-17)

a. hitpsifiwww . radarbanten.co.id/2024/09/15/bawasiu-sampaikan-
bertkas-dugaan-kepala-desavonag-fidak-netralke-bupaliserana/

b. hittps://indoposco.id/headiine/2024/09/09/kades-tidak-netral-di-
pikada-warga-geruduk-balai-desa-cikande

c. hips./iwww. kompassidik online/ba:

duqacn kepala- desc—cikﬂﬂde~pefmm-%edak-nefmkmenduktmq—

sglah-satyu-bakal-pasangan-calon-bupali-dan-w ati-
serang—andtkwhazmm@ﬂona ng-suprigina-ke-b ggté—semng,{
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4} PEMOHON dengan sengaja mellbatkan Perangkal Desa sebulon
loin/Perangkat Kelurahan yaoitv Junoedi Perangkat Desa dari Desa
Suka Mampir dan Ade Mulyali.SH Perangkat Desa dari Desa Mekar
Boru saat kampanye Andika Hazumy-Nanang Supriaina Pasion
Nomor Urut 01, terbukti dengan siaglus laporan yang dilindaklanjuti
oleh Bawasly Kabupaten Serang dengan pelanggaran peraturan
perundang-undangaon loin kepada Bupall Serang dalam Laporan
Nomeor : 021/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X1j2024 tertanggal 22 Movember
2024; (Vide Bukii PT-18)

a. hitps:{/www harianterbit.com/megapolitan/27413940910/didugaq-
hobiibatkan-perangkat-desg-cabup-serang-andika-hazrumy-

diigporkan-lagi-ke-bawasiy (Vide Bukfi-PT-19)

5) PEMOHON dengan sengaja melibatkan Anggota KPPS Desa Junti dan
menjanjikan dan/ofau memberikan vang atau moter lainnya untuk
mempengarvhl Pemiith untuk memilih Andika Hazumy-Nanang
Supriatna Paslon Nomor Urut 01, terbukil dengan status laporan yang
ditindakianjuti oleh Bawasiu Kabupaten Serang dengan pelanggaran
Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Kepada KPU KABUPATEN

Serang [TERMOHON]) dalam Laporan Nomor :
020/Reg/LP/PB/Kab/11.07/Xi/2024 teranggal 13 MNovember 2024
{Vide Bukti PT-20)

Bahwa jika benar terdapat adanya peknggoran-pekonggoran yang
dilokukan PIHAK TERKAIT sebagaimana yang dituduhkan PEMOHON
dalarn Permohonan PEMOHON tersebul, maka seharusnya PEMOHON
dapat melaporkan dan diselesakan melaiul Bawasiu Kabupaten Serang
dan/otou Baswasly Provinsl Banten sebggail lembaga yang diberikan
kewenangan untuk memerksa dan mengadii  laporan  terhadap
pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, sesudi
dengan ketenfuan Pasal 135A ayat {2} Undang-Undang Republk
Indonesia Momor 10 Tahun 20146, yang menegaskan :

Ayat {1j:  “Peionggoran administrasi Pemilihon sebagoimana
dimaksud dalam  Pasal 73 ayat 2] merupakan
pefanggaran yang ferjadi secara ferstruktur, sistermatis,
dan massif’;

Aval {2}: "Bawasly Provinsi menerima, memerksg dan memulus
pefanggaran  administrasi  pemifthon  sebagaimana
dimaksud poda ayat {1} dalom jangka wakiu poling
lama 14 {[emapat belas) hari kerja™;
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Berdasarkan uraian-uraian tersebul diatas, peru PEMOHON pahami dan
mengerti bahwa pembentuk Undang-Undong membangun budayo
hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan yang bukan
berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil
penghitungan suara diselesaiican ferlebih dahulu oleh lembuga yang
berwenang pada masing-masing tingkatan melalul pranata yang
disedickan, sehinggo nanfinya perselisihon yang dibowa ke-Mahkamaoh
Konsiitusi untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan
yang menyangkut penelapan hasil penghitungan perolehan suvara,
bukan perkara tentang pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilihan
atau persefisihan loin yong telah ditentukan menjadi kewenangan
lembaga lain;

Dengan demikian sangat jelas bahwa PEMOHON telah salah kamar
dalam mengajukan Permohonan perkara a quo pada Mahakamah
Konstitusi, karena halhal yang dipermasalahkan  dalam  olil-dalil
permohonan PEMQHON serta dalib-dalll yvang diakul PEMOHON adalah
persoalan mengenal pelanggaran-pelanggaran Administrasi Pemihan
vang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masit yang notabenenya
adalah ranah dan kewenangannya Bawaslu dan Mahkamah Agung,
dengan demikian demi keadilan bagi semua pihak, tertib hukum dan
juga melfindungi hak-hak PIHAK TERKAT seloku pihak yang memperoleh
suara terbanyak dalam Pemilthan Bupati dan Wakil Bupali Serang Tahun
2024, sudah sepatulnya Mahkamah Konsifitusi MENOLAK Permohonan
PEMOHON dan otou sefidak-fidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet
Ontvankelijk Verklaard):

B. MENGENAI KUNJUNGAN KERJA MENTERI DESA LEBIH DOMINAN DI KABUPATEN
SERANG YANG TUJUANNYA MEMBAWA KEPENTINGAN PRIBAD! UNTUK FOKUS
MEMENANGKAN ISTRINYA (RATU RACHMATUZAKIYAH) CALON BUPATI
KABUPATEN SERANG NOMOR URUT 2 PADA PILKADA KABUPATEN SERANG
TAHUN 2024,

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalibkdalil Permohonan PEMOHON
kecual hathal yang diokui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT,

2. Bahwa terkait dalil PEMOHON di dalam permohonannya pada halaman
25 angka 28 s/d halaman 29 angka 35 yang pada intinya menyatakan :

“Bahwa Yandr Susanfo sebagai Kemendes PDT tampak giat
melakukan kunjungan-kunjungan di Kabupaten, lebih dominan dan
terkhusus di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, bahwa Kemendes
PDT sangat fokus membawa kepentingan pribadi istrinya [Ratu
Rachmatuzakiyah] calon bupati Kabupaten Serang nomor urut 2
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uniuk memenangkan konlestasi pemiihan Bupati Kab. Serang pada
Pikada 2024, kunjungon Kemendes PDT femebut merupokan
tindakan pelanggaran dikarenakan menggunakan fasilitas negara
berupa “Kunjungon Kerja Kedinasan Kementrion ..... dst.”

“terdapat pelanggamn terkait ketidaknetralon aparat desa dan
perangkat desa, seria penyelewengan Instrumen Hukum oleh
Aporat Penegak Hukum [APH] ... dst)”

Mengenai dalil PEMOHON tersebut diatas, periu PEMOHON pahami dan
cermall bahwa  tugas Menterd Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal odoloh  menyelenggarokon  uvruson  pemerintchon di
bidang Pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan
masyarakat desa, percepatan pembangunan doerah tertinggal, dan
fransmigrasi  untuk membantu Presiden dalam menyslenggarakan
pemerintahan negara. Kunjungan-kunjungan yang dilakukan Kemendes
PDT di wilayoh kobupalen serang adaloh saloh satu tugasnya, don periu
PIHAK TERKAT tegaskan, dalom kunjungon-kunjungan yang dilokukan
oleh Kemendes PDT tersebut lidok ado kailannyo soma sekall dengon
PIHAK TERKAIT, karena dalam kegiotan fersebut PIHAK TERKATT fidak ikut
serta dan tidak berada dalom naungon dan bukon kewajiban PIHAK
TERKAIT, mengenail wilayah yang dikunjungi Kemendes PDT bukan saja di
doerah Kobupaten Serang Provinsi Banfen saja, melainkan dilokukon di
beberapa Kobupaten/Desa diludr Provinst Banten yong ado di wilayah
indonesia;

3. Bahwa dapatl PIHAK TERKAIT fegaskan kepada PEMOHON, jangan
mengkambing hitamkan intonst koin atos kekalahan yang PEMOHON
glami dengan berasumsi dan bemalar bebas yang nayatanya berbeda
dengan fokio yang sebenamya lerdadi, berbicora terkail kunjungon
Kemendes PDT yang menurut PEMOHON adolah merupakan findokan
pelanggaran dikarenakan menggunakan fasilitas negara  berupa
Kunjungan Ketja Kedinasan Kementrian karena membawa kepentingan
pribadi istrinyg {Ratu Rachmaotuzakiyah) calon bupali Kabupaten Serang
nomor urt 2, apakoh ada laporon vang PEMOHON lavangkan 1erkait
tuduhan tersebut yang membukiikan kebenarannya?, pada foktanyo
justru PEMOHON-lch yang melokukan pelanggaran dengan
menggunckan Fasiitas don Anggaran Pemerintah Daerch dengan
sengajao menggunakan rumah Jablan Dinas Bupati Serang tbu Hj. Ratu
Chasanah yong nolabenenya Andika Hazmmumy Calon Bupall Serang
Nomor Urut 1 adalah Ponakan darl Hi. Rotu Chasanah yang soob ini
menjabat sebagal Bupali Serang, terbukii dengan stolus laporan yong
telah ditindaklanjuli sebagai pelanggaran adminisirative dalaom Laporan
Nomor 1 011/Reg/LP/PG/Prov/11.00/XY 2024 tfertonggal 06 November
2024;
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4. Bahwa mengenai ludvhan PEMOHON yang menyalokan lerdapat
pelanggaran ferkoit ketidoknefralon aparat desa dan peraongkat desa,
serta penyelewengan Instrumen Hukum oleh Aparat Penegak Hukum
{APH], daiil tersebut adalch dalil yang kefiru, karena apabila yang
dipermasiahkan oleh PEMOHON adalah kefidak netralan yang dilakukan
aparat desa, perangkat desa dan Aparat Penegak Hukum, telah secarg
nyata PEMOHON felah solah kamar dolom mengajukan Permohonan
perkara o quo pada Mahakamah Konstitusi, karena hal tersebul adalah
ranah dan kewenangan Bawasiu/DKPP/Gakumdu/Mahkamah Agung
yang memeriksa dan memutus buka Mahkamah Konstitusi, sebagaimana
ketentuan yang terfuang dalam Pasal 135A, Pasal 144, Pasal 146 dan
Pasal 152Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Alos Undang-Undang Nomor 1 Tghun 2015 Tenlang Penelopon
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilhan Gubemur, Bupali, Dan Walkota Menjadi Undang-
Undang:

5. Bohwa agor PEMOHON fidak lebih jouh membawa kekaburan dalam
perkara a guo, PIHAK TERKAIT peru mengingatkan bahwa objek yang
dapat diajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi adalah
penetapan perolehan suara hasll pemillhan BUKAN pelanggaran yang
bersifat Terstrukiur, Sistematis dan MasH, sebagoimana ditegaskan dalam
ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun
2024 Teniang Tola Beracarg Dalam Perkarg Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubemur, Bupati, Dan Walikota, yang berbunyi

"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan
Termohon mengendai penefapan perolehan suara hasil pemilihan
yang dapatl memengaruhi penetapan colon terpiin.”;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sudah sepatuinya don
sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk
menyatakan Permohonan PEMOHON DITOLAK dan/alau selidak-tidaknya
TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onlvankelifk Veridaard).

C. MENGENAI PENGARUH YANDRI SUSANTO MENTRI DESA DAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL (MENDES PDT) TERHADAP PARA KEPALA DESA DI
KABUPATEN SERANG SETELAH ACARA KONSOLIDASI PEMENANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERANG NOMOR URUT 2 YANG DIKEMAS
DALAM RAKERCAB APDESI KABUPATEN SERANG.

1. Bahwa PHAK TERKAN menolak seluruh dalikdalil Permohonan PEMOHON
kecual hathal yang diakui secara fegas oleh PIHAK TERKATT;
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2. Bahwa lerkait dolil PEMOHON di dolam permohonannya pada halaman
29 angka 34 s/d halaman 31 angka 40 yang pada intinya menyatakan :

“Bahwa Raokercab Apdesi Kabupaten Serang sangat nyata
berimplikasi kepada Kepgla-Kepald Desa di Kabupaten Serang
yakni berdampak secara massif kepada Para Kepake Desa of
Kabupaten Serang twut serfg dalom memenangkan calon bupot
dan  wakil bupali Kabupaten Serang Nomor Urut 2 [Ratu
Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas] dan telah terjadi
serangkaion dukungan oleh beberapa Kepola Desa di Kecamatan
Moncaok yang secara ferang-ferangan disampaikan secara
langsung dengan mendekiorasikan dii mendukung Paslon Raiu
Rochmotuzakiyoh —~ Nojfib Homas di Pikado 2024, mako dengan
demikian ‘eloh membuktikan adanyo tindokan pelonggaron
Pemilukada yang dilakukan secara Tersirukiur, Sistematis dan
Massif...... dst"

Atas dalil PEMOHON dalam permmohonannya tersebut, adalah dalil yang
kefiru, fidok benar don fidak berdasarkan hukum, mengenai dukungan
yang divucapkan oleh beberapa Kepala Desa di Kecamatan Mancak
seperti dalil PEMOHON tersebut, PIHAK TERKAIT yaity Paslon Nomor Urut 2,
fidak mengeiohuinya bahkon poda saat kejadion tersebut PIHAK TERKATT
belum ditetapkan sebagai Pasangan Calon Pemifhan Bupali dan Wakil
Bupatl Kabupoten Serang Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPL)
Kabupaien Serang seloku TERMOHON, bahkan Bapak Mendes PDT Yandrd
Susanto belum menjadi Menteri, bagaimana bisa PEMOHON menyatakan
bahwa hal tesebul sebagal pelangagaran-pelanggaran pemilukada
secara Tersirukiur, Sstemalis dan Massif, sedangkan PIHAK TERKAT saja
belum ditetapkan sebogal Pasangon Calon Pemifhan Bupatt dan Wakil
Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024, hal ini membuktikan bahwa
PEMOHON hanya menggiing opini dengan asumsi-asumsi yang tidak
berkesesuaian dengan fakta yang sebenamya karena belum menerima
kekalahannya dalam Pikada di Kabupaten Serang Tahun 2024;

3. Bahwa periu diketohui, ko yong dipermasalohkan oleh PEMOHON
adalah mengenai adanya dukungon beberapo Kepaola Deso di
Kecamaton Mancak yong secara terang-terangan disampaikan secara
langsung mendukung Paslon Ralu Rachmatuzakiyah — Ngjib Hamas di
Pilkada 2024, keberatan PEMOHON fersebul homssnya disompaikan
kepado Bowasiu Kobupaten Serang bukan kepada Mahkamaoh Konstitusi
yang notabenenya hanya menangani perkara perselisihan penelapan
perolehan suara fahap okhir hasi Pemilihan, bukan pelanggaoran-
pelanggaran yang bersifat TSM, karena pelanggaran-pelanggaran yang
bersifal TSM adolah kewenangan dari Bawasly sebagaimana kefentuan
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dalom Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 lentang
Penetapan Peratluran Pemerinioh Pengganti Undang-undong Nomor |
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-undang menyatakon :

1} laporan pelanggaran Pemilhan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 134 ayat [1) yang merupakan :

o,  pelonggaran kode ek penyelenggara Perniihan diteruskan

oleh Bowaslu kepada DKPF;

b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU,
KPU Provinsi, afou KPU Kobupoaten/Kota; {Sebagamiana
perubahan pada Pasal 135A UU 10/2016);
sengketa Pemilihan diselesakan oleh Bawasiy; dan
tindak pidana Pemilihan ditindakianjuli oleh Kepolisian
Negara Republik iIndonesia;

Qo

2} Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada
oyat {1} huruf d diteruskan kepada Kepolision Negara Republik
indonesia paling lama 1 x 24 {satu kali dua puluh empat] jam
sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota,
dan/atau Panwas Kecamatan,

4, Baohwa perlu Mahkamah Konstitusi ketahui, mengenai beberapa Kepala
Desa di Kecamalan Mancak yang secara terang-ierangan disampaikan
secara langsung mendukung Pasion Ratu Rochmatuzakiyah - Najib
Hamas di Pilkada 2024 tersebut, sudah dilaporkan kepada Bawasiu dan
telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Serang dengan Noror Laporan
: 002/Reg/LP/PG/Kab/11.07/X/2024. dan Status Laporan fersebut adaich
Tidak DHindoklolull, ini arfinvg tuduhan-tuduhan PEMOHON lerhadap
PIHAK TERKANT dalam perkara @ quo menunjukan bahwa tuduhan
tersebut hanya berusaha mengkaburkan fakia-fakia yang ada dan
menvjukan  ketidakpuasan PEMOHON atfas kekalghannya daolam
Pemilukada di Kabupatien Serang Tahun 2024; (Vide Bukii PT-21)

5. Bohwa perlu PEMOHON pohomi, pemilh dolom Pikado Kabupolen
Serang Tohun 2024 memilih di TPS-nya masing-masing don kemudion baik
pada proses pencoblosan sampai dengan proses penghitungan di tiap-
tiap TPS maupun penghitungan di tingkat Kecamatan, tidak ada yang
menunjukan adanya  keberalan-keberatan/pelongoaran-pelonggaran
dalam proses pencoblosan dan penghitungan suarg pilkada Kabupaten
Tahun 2024 tersebul, ini membuktikan bahwa hasil Pemilihan Bupatli dan
Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 adalah murni dipilh dari hati
yang mempuyai hak pilih yaitu Masyarakat Kabupaten Serang juga
membukiikan bahwa proses pemilihan Bupaoli dan Wokil Bupali Serang
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Tahun 2024 dicksanckan sesuat aluran don terfib hukum maupuon
administrasi, sehinggo tidok ado oloson yang mendasar bagi PEMOHON
mengajukan perkara a quo pada Mahkamah Konsfitusi;

6. Bahwa mengenai PIMAK TERKAIT dalam hal ini Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yaltu lbu Ratu Rachmatuzakiyah dan
Bapak Nalib Hamas, Nomor Urvl 2 yang meralh perolehan suarg
terbanyak dan/alau sebagal pemenang dalam konlestasi Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 adalah kemenangan yang
murni berasal dari kehendak masyarakat Kabupaten Serang yang ingin
adanya perubahan lebih batk don bahagia, karena lebih kurang selama
hampir 15 Tahun Provinsi Banten khususnya wilayah Kabupaten Serang di
kuasai/dipimpin oleh Dinasti Politk {Keluorga PEMOHON), yong dimana
saat ini keadoon wiloyah Kobupolen Serong sangat amat
memprihatinkan  dengan adanya darural  sampah,  susahnya
mendapatkan air bersih, angka pengangguran tinggl bahkan jlka ingin
beketia di industi diduga rawan pungli thanss nyogok) dengan nominal
yang fonlostis, selain v juga diduga lerdapal sy yoang sonler
diperbincangkan mengenal adonya kegicion jual bef jobalan di
Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, serta persoalan-persoalan
lainnya, berangkat dari persoglan-persoalan tersebullah  akhirnya
Masyarakal mengalomi kejenuhon dan berkeinginan adanya pervbohon
yang lebih bak dan bahagia dengon memilih dan memenangkan
Pasangan Calon Bupati don Waokil Bupati Serang Tahun 2024 yaity by Ratu
Rachmatuzakiyah dan Bapok Najib Hamas, Nomor Uruf 2;

7. Dan seharusnya jika PEMOHON berkeberatan atas kemenangan PIHAK
TERKAN dan mengajukan perkara pada Mahkamah Kontitusi, PEMOHON
harusnyo menyeriaokan pelanggoran-pelanggaran/kesalohon-kesalahon
dalam pemunguian sampai dengan penghitungan suara jika memang itu
ada, kemudian PEMOHON dalitkan don lompirkan proses pemungutan
dan penghiiungan suara yang benar menurut versi PEMOHON yang
nantinya disandingkan dengan hasit yang benar menurut versi
TERMOHON, sehingga Mahkamah Konsiitusi sesuai dengan Tupoksinyo
dapat memeriksa dan memutus dengan tepal, sebagaimana kelentuan
dalam Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Gubemur, Bupati, Dan Walikota, menyatakan baohwa -

Angkao 4 "alkosan-glasan Permohonan {posita), anforo kin memuod
penjelasan mengenal kesalohan haslf penghifungan
suagra yang difetapkan oleh Termohon dan hasil
penghitungan suara yang benar menuvrut Pemohon':
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Berdasarkan uvralan-uralan fersebutl dialas, moka cukup berolasan hukum
bagi Majells Hokim Mahkaomah Konsiitusi unluk menyotakan Permohonan
PEMOHON DITOLAK dan/atau sefidak-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (Nief

Ontvankelijk Verkiaard).

D. MENGENAI KETERLIBATAN APARATUR PENEGAK HUKUM YAITU : KEPOLISIAN DAN
KEJAKSAAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN SERANG PADA PIKADA
KABUPATEN SERANG 2024.

1. Bahwa PHAK TERKAIT mencick seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON
kecual halhal yang diakui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT;

2. Bohwa lerkait dolil PEMOHON di dolom pemohonannya pada haloman
32 angka 41 s/d halaman 34 angka 49 yang pada infinva menyatakan :

“Bahwa felah fterjadi keteribatan polisi dalam pemilihan kepgia
daerah Kabupaten Serang 2024, dengan cara Politisasi hukum
terhadap Kepalo Deso yang ado di Kabupafen Serang ferkgif
dugoan penyoiohgunaon dono desa don progrom PISL dori
Pemerintah Pusatl, kemudian diminta untuk mendukung pasangan
cafon Bupafi dan Wakil Bupatfi Kobupafen Serang (Ratu
Rachmuotuzakiyaoh dan Muhommaod Najib Hamas] Nomor Urut 2.
Polilsasi permasaichan hukum menjodi strafegi efeklif yang
dibaongun oleh Aparat penegok hukum sehinggo membuat para
kepalo Desa menjadi khawatir/takut jika di Pidanakan.....dst”;

Atas dalil PEMOHON dalam permohonannya tersebut, adalah dalil yang
keliru, tidak benar don fidok berdosarkan hukum, secara nyata {eloch
terihat  kefidok cermaton PEMOHON dokam menempatkan  objek
persoalan yang di permasalchokn dalom perkara a quo, jika yang
dipermasalahkan PEMOHON mengenai dugaan adanya ketidak
netralaan Aparatur Penegakan Hukum yaitu Instansi Kepolisian dan
Kejoksaan dalam Pikada Kabupalten Serang Tohun 2024, lontas
mengapa PEMOHON lidaok menyampalkan bukil yong nyaia adanya
keteribatan Aparatur Penegok Hukum tersebul dengon melampirkan
bukti penetapan/pelanggaran kode etik/pelanggaran administrasi oleh
dari Lembaga yang berwenang jka memang tuduhan PEMOHON itu
benar adanyaq;

Bahwa dengan PEMOHON berasumsi melayangkan tuduvhan-tuduhannya
dalam perkara a quo yang lidak mendasar dan tidak berdasarkan
hukum, dimana dimgta/pandongan PEMOHON insionsi  Kepolisian,
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Kejaksaan, Mendes PDT, dan Desa-Desa di Kabupaten Serang telah salah
dan melokukan pelanggoran-pelanggoron sedangkon tuduhan-tuduhan
PEMOHON fersebut tidak didasari bukli yang menunjukan kebenarannya,
ini merupakan suatu tudvhan yang sangat ironis, dimana tuduhan
tersebut menunjukan ketidok percayaan PEMOHON ferhadap instansi
pemerintah dan/alau Aparat Penegak Hukum, bagaimana bisa
PEMOHON vyaitu Pasangan Coalon Bupali dan Calon Bupali yang
berkeinginan memimpin di fingkat Daerah temyata fidak mempercayai
dan berpandangan buruk serta menuduh dengoan nalar arogannyo
terhadap instansi pemerintah dan/otau Aparat Penegak Hukum;

3. Mengenuai tuduhan-tuduhan dan/atau asumsi-asumsi PEMOMON tersebut,
tentu harus PIHAK TERKATT ingatkan bahwa terhadap permasalahan yang
PEMOHON persoakan tersebut ada Lembaga-lembaga khusus yang
menanganinya dan harus ditempuh oleh PEMOHON terlebih dahuly
sebagai bukli benar atau tidaknya tuduhan-tuduhan PEMOHON tersebut
tefadi sebelum PEMOHON mengojukan permasalohan ini kepada
Mahkamaoh Konstitusi yang notabenenya hanya berwenang memeriksa
dan memutus perkara perselsihan hasil Pemilhan bukan pelanggaran
yang bersifat TSM, karena apa yang dipermasalahkan oleh PEMOHON
dalam petkara a quo adalah bukan merupakan kewenangan datl
Mahkamah Konstitusi melainkon Bowasiu/DKPP;

4. Perlu PEMOHON ketahui dan pahami bahwa pembentuk Undang-Undang
membangun budaya hukum dan politik agar sengkela atau perselisihan
yang bukan berkenaan dengan perselisihan penetapan perclehan suara
hasil penghitungan suara diselesalkan terlebih dahulu oleh iembaga yang
berwenang pada masing-masing lingkolon melolul prancta yoang
disediakan, sehingga nanfinya perselisihan yang dibowo ke-Mahkamah
Konstitusi untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan
yang menyangkul penetapan hasil penghilungan perolehan suara,
bukan perkara tentang sengkeia adminisirasi pemilihan olau perselisihan
lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

Maka berdasarkan urgian-uraian tersebut diatas, sudah sepatuinya Majelis
Hokim Maohkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON
DITOLAK dan/atau setidak-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk
Verkiaard) karena bukan merupakan kewenangan darl Mahkamah Konstifusi.

E. MENGENAI KETIDAK PROFESIONALISME BAWASLU KABUPATEN SERANG DAN
PROVINS! BANTEN DALAM PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PILKADA
BANTEN 2024.
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1. Bahwa PHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON
kecual holhal yang diakui secora fegas oleh PIHAK TERKAIT

2. Bahwa terkait dalil PEMOHON di dalom permohonannya pada halaman
37 angka 50 s/d angka 51 yang pada intinya menyatakan :

“Laporan pelonggaran yang disampaikan oieh para pelapor fidok
dilkukan Upaya penegakan hukum secara maksimal oleh Bawasiu
dalam Pilkkada Kabupaten Serang Tahun 2024.”

Atas dalil PEMOHON dalam permohonannya tersebut, adalah dalil yang
keliru, fidok benar don Hdak berdasarkan hukum, karena seloma
kontestasi pemifhan Bupati dan Wakil Bupafi Serang Tohun 2024, PIHAK
TERKAIT beberapa kali mendapal undangan klarifikasi untuk diminiai
keterangan oleh Bawasluy Kabupaten maupun Bawasiu Provinsi atas
laporan<lgporan yang dilayangkan oleh para peiapor, walaupun atas
laporan-lgporan para pelapor tersebut lidak ditindaklanjuti karena tidak
memenuhi unsur danfatay fidok cukupnya bukifi yang disampaikan oleh
para pelapor, hal ini membukiikon bahwa Bowasi teloh menjolankan
tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengon ketentuan-ketentun
yang beriaky;

3. Bohwa berdasarkan informosi yong telah di terima oleh PIHAK TERKAIT
atas  kporandaporan  terkait pelonggoran yang  bessifal  Terstruklur,
Sistematis, dan Massif {TSM] yang dilayangkan oleh PEMOHON, Bawasiu
Provinsi Banten tidak dapat meregister laporan tersebut dikarenakan dari
hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawasly  Provinsi Banten,
kelengkapan loporon yong disampaikon PEMOHON masih ferdopat
kekurangon otau maosih fidok lengkop; (Vide Bukli Pemberifahuan
Laporan fidok dapal diregister, bukli asli berada di Bawasiv Provinsi
Banten)

Berdasarkon uraian-uraion tersebut diofas, maka cukup beralasan hukum
bagl Malells Hakim Mahkamah Konstitusl untuk menyatakan Permohonan
PEMOHON DITOLAK dan/atou sefidak-fidaknyc TIDAK DAPAT DITERIMA ([Nie!
Onivankelijk Verkiaard).

F. MENGENAI MONEY POLITIK SAAT MENJELANG PENCOBLOSAN SECARA MASSIF
DI LAKUKAN Di MASING-MASING KECAMATAN DIKABUPATEN SERANG.

1. Babwa PIHAK TERKAT menolak seluruh dofbdall Permohonan PEMOHON
kecual hal-hal yang diakui secara tegas oleh PIHAK TERKATT

2. Bahwa lerkail dalil PEMOHON di dalam permohonannya pada halaman
38 angka 52 s/d angka 53 yang pada infinyg menyalokan ;
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"baohwa telah terjodi money politik secara massit dilakukan oleh
Pasangan Calon Bupati dan Wokil Bupati Kabupaten Serang {Ratu
Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Haomas] Nomor Urut 2,
yang dibagikan saat 3 sampai | hari sebefum pencoblosan ... dst”

Atas dafit PEMOHON dalom pemohonannya tersebutl, adalah dafit yang
keliru, fidak benar dan tidok berdasarkan hukum, fuduhan-tuduhon
tersebut hanya sebuch asumsi-asumsi yang fidak dapat dibukiikan
kebenarannya, karena PIHAK TERKANT fidok melokukon aopa yang
dituduhkan oleh PEMOHON tersebut, justu PEMOHON-ah yang secara
nyata melakukon kegiotan money politik dengan didapatinya Oknum
Yang Ditungkap secara longsung oleh Gakkumdu {O1T) yaitu Cknum
Timses Pasangan Calon Bupatll Serang Andlka Hazrumy dan Calon Wakil
Bupati Serang Nanang Supriatna Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON,
penangkapan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum
{(Bawaslu) Kabupaten Serang bersama Penegakan Hukum Terpadu
{Gakkumdu} tersebut teradi paoda malom menjelang pencoblosan, di
desa Astang, Kecomalan Corenang Kobupaten Serang, podo horn
Selasa, tanggal 26 November 2024 yaitu terkait adanya dugoan politik
yang atau money politic; {Vide Bukfi PT-22)

Bohwo mengenai Oknum Yong Ditangkap secara longsung oleh
Gakkumdu {OTT) yaitu Oknum Timses Puasangan Calon Bupall Serang
Andika Harrumy dan Calon Wakil Bupali Serang Nanang Supriatna Nomor
Urut 01 dalam hal ini PEMOHON fersebut, telah dimuat pula pada link
berita sebagai berikut ; (Vide Bukti PT-23)

a. htips://kabaré.com/gakkumdu-oti-did

b. htips://banten.itribunnews.com/2024/11/2é/kronologi-timses-bupati-
serang-kena-ott-hendaksebarserangan-taiar-duitrp7 5juta-

diomankan

c. hitps://hotnews.web.id/teka-teki-oknum-yang-ditangkap-gakkumdu-
kuasa-hukum-paston-2-tu-yang-dilangkap-oknum-timses 01/

Bahwa setelah membaca. mencermati dan memberikan tanggapan-tanggapan atas
dafii-dafil yang ditayangkan oleh PEMOHON mengenai PHAK TERKAT dalam Kontestasi
Pemilhon Bupali dan Wakil Bupali Serang Tohun 2024, maka fiinkon PIHAK TERKAIT
memberikan kelerangan agara Mahkamaoh Konstitusi dapat memutus dan/alau
menetapkan perkara a quo dengan seadil adiinya, yaitu sebagai berikut ;
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TENTANG POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa dalit PEMOHON pada halaman 9 s/d halaman 11 angka 1 s/d angka 6
yang infinya mendalikan :

“bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilokukan oleh Pasangon
Calon Nomor Uruf 2 yang merupakan pelanggaran-pelanggaran yang felah
memenuhi  unsur  ferstrukfur,  sistematis  don  maossif  dolom  Proses
Penyelenggoraan maupun dalom proses pemungufan sugra hinggo poda
perhitungan suara yang juga diakukan oleh TERMOHON dan Bawasly
dengan melakukan kecurangan, Hdak fair dan fidak professional pada
penyelenggoraan Pemitihan Bupoti don Waokil Bupati Serang Tohun 2024"

2. Bahwa dalil PEMOHON tersebut adalah daolil yang tidak cermat, fidok jelas,
mengada-ada dan dafil yang tidak berdasarkan hukum, karena pada faktanya
sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitviasi Hasil Perhitungan Perolehan
Svora dori Seliop Kecomaton dolam Pemilihon Bupali don Wokil Bupali Serong
Tohun 2024 Model D Hasil KABKO-KWK-Bupati Haloman 2-2 Lembar 2 {dva) pada
hari Rabu langgal 4 Desember 2024 vyong felah di fandatangani oleh KPU
Kabupaten Serang dan para saksi baik soksi dari PEMOHON maupun saksi dari
PIHAK TERKAIT (Vide Bukli PT-4), tidak ditemukan adanya pelanggaran-
pelanggaran balk ditingkat Kelompok Penyelenggara Pemungulan Suara (KPPS)
pada saot proses pemungulan suara sampol dengon proses dilingkat Ponitia
Pemilihan Kecamuatan {PPK) poda 29 {dug sembilan) Kecamaton dan 326 (liga
ratus dua puluh enam) Desa di Wilayah Kabupaten Serang tersebut;

Berdasarkan hal fersebut diatas dan dengan telah di tandatanganinya Model D Hasil
KABKO-KWK-Bupali oleh KPU Kabupaten Serang dan para saksi baok saksi dari
PEMOHON maupun saksi dari PIHAK TERKANT dalom hal ini selaku pergih suara
refoanyak, Ini menunjvkan fidok adanya persoaian don glou keberaion dor Parg
Pihak atas Hasil Penghitungon Suara daolom Penyelenggaraon Pemilihon Bupali don
Wakil Bupati Serang Tohun 2024 yang telah diselenggarakan tersebut, dan ini artinya
KPPS maupun PPK felah melaksakan tugas dan fungsinva dengan sangat balk dan
benar, sehingga songat berclasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusl MENOLAK permohonan PEMOHON dalam perkara a quo;

TENTANG PIHAK TERKAIT PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI SERANG
Hj. RATU RACHMATUZAKIYAHS.Pd. M.M., DAN MUHAMMAD NAJIB HAMASS.E.MM.,
NOMOR URUT 2

1. Boahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangon Calon Bupali don Wakil Bupatll Sergng
berdasarkan Berita Acara Penerimaan Perbaikkan Dokumen Pasangan Calon
Dalam Pemilihan Bupati don Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Nomor 202/PL.02.2-
ba/3604/2024 tertanggal 07 Seplember 2024;
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Bahwa berdasarkan Surat Kepulusan KPU Kabupaten Serang Nomor : 1473 tahun
2024, tanggual 20 September 2024, tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemiih
Tetap Kabupaien Serang Provinsi Banien Dalam Penyelenggara Pemilhan
Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupali Serang Serentak Tahun
2024 jumiah Penduduk Kabupaten Serang adalah sebanyak 1.225.871 jiwa;

Bahwa PHAK TERKAT adalah Pasangan Calon Peserta Pemilhan Bupafi dan Wakil
Bupalli Serang Tahun 2024, berdasarkan Kepulusan Komisl Pemilihan Umum
Kabupaten Serang Nomor 1674 tahun 2024 tertanggal 22 Sepiember 2024 ientang
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilhan Bupali dan Wakil Bupati
Kabupaten Serang Tahun 2024;

Bahwa PIHAK TERKAIT adailah Pasangan Colon dengan Nomor Urut 2 berdasarkan
Pengumuman Nomor 418/PL.02.3-PU/3604/2024 Tenlang Hasil Pengundion Dan
Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupatli Dan Wakil Bupati Kabupaten
Serang Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;

Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Posongan Colon Bupall dan Wokil Bupoli Serang
Nomor Urut 2 Tahun 2024 yang unggul/pemenang dalom Kontestasi Pemifihan
Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, berdasarkan Berita Acara dan
Sertifikat Rekapitviasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara darl Setiap Kecamatan
dalam Pemillhan Bupali dan Wakil Bupali Serang Tahun 2024 Model D Hasil
KABKO-KWK-Bupafi Halaman 2-2 tembar 2 (dua), pada hari Rabu tanggal 4
Desember 2024;

Bahwa PIHAK TERKAT adalah Bupati dan Wakil Bupati Serang yang Terpilih untuk
masa jabatan Tahun 2024 s/d Tohun 2029, berdasarkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan
Perolehan Suara Hasll Pemilihan Bupall don Wakil Bupall Serang Tahun 2024,
diumumkan pada hari Rabu, tanggaol 04 Desember 2024, Pukul 17.00 WIB, yang
menyatakan PIHAK TERKAIT adaloh sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Serang Tahun 2024 yang memperoleh suara terbanyak yaitu 598.654 suara;

Bahwa mengenci dalibkdall yong dilontarkan oleh PEMOHON kepada PHAK
TERKAIT selaku peraih/pemenang suara terbanyak dalom kontestasi pemifihan
Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 di dalam Permohonan PEMOHON
yang diagjukan kepada Mahkamah Konstitusi pada fanggal 6 Desember 2024
tersebut, yang infinya mendalikon bohwa PIHAK TERKATT telah Melibatkan Ketua
Apdesi Kabupaten Serang dan 10 Kepala Desa di Kecamatan Mancak, atas dalil
tersebut adaloh dalil yong tidok beralasan dan/atau tidok berdasarkan hukum,
karena PEMOHON fidak dapat membuklikan don fidok daopat menjeloskon
dengan jelas dan terperinci keterlibaton secarg langsung seperti apa PIHAK
TERKATT melibatkan Kelua Apdesi dalom konlestasi Pilkada Kabupaten Serang
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Tahun 2024 ini, sehingga asumsi dan fuduhan yang fidak berdasar dari PEMOHON
tersebut, patut uniuk dikesampingkan;

Perlu diketahui bahwa faktanya hingga saat ini tidak ada satu laporanpun yang
menunjukan  PIHAK TERKAIT melakukan pelanggaran-pelanggaran  dalam
kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupali Serang Tohun 2024 dan PIHAK
TERKAI juga tidak pernah mendapat/menerima  pemberitahuan/ informasi statys
laporan tentang pelanggaran-pelanggaran atas tuduhan PEMOHON tersebut,
balk yang diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Serang dalom bentuk rekomendasi
kepada Senfra Gakkumdu maupun instansi fujuan lgin yaitu kepada TERMOHON
selaku KPU Kabupaten Serang dalom bentuk pelanggaran administrasi, serfa
fidak ada juga Pulusan Pengadilan yong berkekuatan hukum tetap {inkracht van
gewisde] darl lembaga peradiion yong diberkon kewenongan berdosorkon
undang-undang mengenai pelonggaran-pelonggaron  yong  difuduhkan
PEMOHON kepada PHAK TERKAI dalam perkara a quo;

Seperti kita ketahui bahwa Bowaslu telah diberikan tugas don wewenang dolam
pengowasan penyelenggargan pemifhan untuk menerima, memeriksa dan
memuius keberglan, jka tferjadi pelanggaran-pelanggoron dalaom kontestosi
pemifihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang diatur dalam ketentuan
Pasal 22B huruf a s/d huruf | Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Keduo Ajos Undong-undong No, 1 Tohun 2015 Tenlong Penelopan
Peraturan Pemeriniah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupali, dan Walikotd Menjadi Undang-Undang;

Bahwa terkait adanya pelonggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan
pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Serang, Bawaslu juga dapat yang menerimaq,
memeriksa dan memulus unluk ditindaklanjuti apabile ada  pelanggaran-
pelanggaron dalam laporan odaonya tindaok pelonggoran pemiihan, sesual
dengan keieniuan Pasal 135A ayat {2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014,
yang menyatakan @ "Bawasly Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus
pelanggaran administrasi pemifihan sebagaimang dimaksud pada ayaf (i)
dalam jangka wakiy paling lama 14 {emapat belas] hari ketia™;

Bahwa jika berbicara mengenal adanya pelanggaran-pelanggaran dalam
penyelenggaraan/kontestasi Pemithan Bupati dan Wakil Bupalli Serang Tahun
2024, justru PEMOHON-loh yong diduga banyak sekali melakukan pelanggaran-
pelanggaran dalom Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang
Tahun 2024, adapun pelanggaran-pelanggoran yang dilakukan oleh PEMOHON
yaltu sebagal berikut :

1} Diduga Adanya Pelanggaran terhadap aturan Kampanye yang dilakukan
PEMOHON selakv Paslon Bupali dan Wokil Bupali Serang Nomor Urut 1 Andika
Hanrumy-Nanang Supriatna dan/atau Tim Kemenangan PEMOHON bersama
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Tim Kampanye Koalisl Maju PEMOHON lerkalt dengan pemberian Doorprize di
wokivu masa Kompanye yong meleblhi bolos maoksimal yaoitu sebesar
Rp.1.000.000.- {satu juta rupiah}, sebagaimana yang diatur dalam keteniuan
Pasal 46 Ayat {3]. Ayat {4), dan Ayat {5] huruf a dan b Peraturan Komisi
Pemifihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan
Wakil Walikota, di Lapangan Cidurion Kampung Endol, RT 015 RW 005, Desc
Lempuyang, Kecamatan Tenara, Kabupaten Serang, Provinsi Banien, pada
hari Sabtu, tanggal 5 Okiober 2024, dengan bukii-bukli sebagaiberikut :

a. Foto Stiker Pasangan Calon Bupali Kabupaten Serang Andika Hazrumy
dan Calon Waokil Bupali Serang Nanong Supricing dalam hal ini
PEMOHON, juga Pasangan Calon Gubemur Provinsi Banten Alrin Rachmi
Diany dan Calon Wakil Gubemur Provinsi Banten Ade Sumardi, yang
mengadakan Kegiaton Senom  Bersaoma di maosa  kampanye
sebagaimaona di jodwalkan oleh KPU, dengan mengajak Masyarakat
untuk menglkull kegiatan tersebut, disertakan hadiah/doorprize yang
diduga harganya melebihi Rp. 1.000.000- [sotu juta rupich} yaitu
diantaranya Kukas, Mesin Cuci, TV LED 24 inchi, Sepeda, di; (Vide Bukfi
PT-24)

b. Folo yang menunjukan telah diloksanakannya Kegiatan Senam Bersama
di masa kampanye ocleh Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang
Andika Hozumy dan Colon Wokll Bupall Serang Nanang Supriging,
Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON, sebagaimana di jodwalkan oleh
KPU dan terdapat hadiah/doorprize yang diduga harganya melebihi Rp.
1.000.000,- (satu juta ruplah) yaitu diantaranya Kulkas, Mesin Cucl, TV LED
24 Inchi, Sepeda, dil, yang melonggar kelentuan Pasal 46 Ayat (3], Ayat
{4}, dan Ayat (5] huruf g dan b Peraturan Komisi Pemihan Umum Nomor
13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemihan Gubemur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walkota;
(Vide Bukfi PT-25)

c. lLompiron : SKEP/O9KSM/SRG/1X/2024, Susunan Tim Kampanye Pasongan
Calon Bupati Kabupaten Serong Andika Hazrumy dan Calon Wokll Bupali
Serang Nanang Supriatng, Nomor Urut 01 dalom hal ini PEMOHON, Koalisi
Serang Maju, Tahun 2024; {Vide Bukli PT-26)

d. Video yang menunjukaon peloksanaan Keglatan Senam Bersama di masa
kampanye oleh Pasangan Calon Bupall Kabupalen Serang Andika
Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriaina, Nomor Urut 01
dalam hal inl PEMOHON, sebagaimana di jadwalkan oleh KPU dan
terdapat hadiah/doorprize yang harganya melebihi Rp. 1.000.000,- {salu
juta rupiah} yaitu diantaranya Kulkas, Mesin Cuci, TV LED 24 inchi, Sepeda,
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dan lain-lain yang melanggar ketentuan Pasal 46 Ayat {3), Ayat [4), dan
Ayat {5} huruf o dan b Peroturon Komisi Pemniihan Umum Nomor 13 Tahun
2024 Tentang Kampanye Pemilhan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupali, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; (Vide Bukfi PT-27)

2} Diduga Adanya pelanggaran dengan sengaja menggunakan tempat
Pendidikan dalom komponye Pasangon Caolon Bupall Kabupaten Serang
Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor
Urut 01 dalam hal ini PEMOHON sebagaimana yang diatur dalom Pasal 69
huruf 1 Jo Pasal 187 Ayat (3] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Renstapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemiihan Gubemur, Bupati, don Walikola Menjadi Undang-
Undang, bersama Koordinator Tim pelaksana Kampanye PEMOHON Koalisi
Serang Maju  Sdr. H. SUBLLMM. berdasarkan SK  Nomor
SKEP/O9/KSM/SRG/IX/2024 tentang Susunan Tim Kampanye Kodalisi Serang
Maju Pemilukada Tahun 2024] vang di daftarkan Ke KPU, di Kampung
Sampang, Desa Susukan, Kecamatan Titayasa, Kota Serang, Provinsi Banten,
pada hari Selasa, tanggal 22 Okiober 2024, dengan bukli-bukti
sebagaiberikut:

a. Folo yang menunjukan adanya Tindak Pidana Pilkada dengan sengaja
menggunakan tempat Pendidikan dalaom kegiatan kampanye yang
diadakan oleh Pasongan Calon Bupali Kabupaten Serang Andika
Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut
01 dalam hal ini PEMOHON; {Vide Bukti PT-28)

b. Video yang menunjkan felah dilaksanakannya/ffelah berlangsungnya
kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika
Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut
01 dalam hal ini PEMOHON pada tempat Pendidikan; (Vide Bukti PT-29)

3} Diduga Adanya pelanggaran dengan sengajoc menggunokan ifempot
Pendidikan dalam kampanye Pasangan Calon Bupatll Kabupaten Serang
Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor
Urut 01 dalam hal inl PEMOHON sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69
hurdf | Jo Pasal 187 Ayat {3} Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Pergluran Pemeriniah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilhan Gubemur, Bupali, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang, bersama bersama Bapok KH. TB. Khudhori Yusuf seloku Dewan
Penasehat PEMOHON, di Ponpes Al Hidayah Ciomas Asuhan KH.Fauzi Amruri
beralomat di Kompung Cillongkrang, Desa Pondok kahuru, Kecamatan
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Ciomas, Kota Serang, Provinsi Banten, pada hari Sablu, fanggal 12 Okdober
2024, dengan bukii-bukli sebogaiberikut ;

a. Video yang menunjukan adanya pelaksanaan/acara Kampanye
Pasangan Calon Bupatli Kabupaten Serang Andika Hazromy dan Calon
Wakil Bupali Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal ini
PEMOHON, menggunakan tempat Pendidikan don atau tempat tbadah
yang jelas dilarang dalam ketentuan Pasal 69 huruf i Jo Pasal 187 Ayat (3]
Undang-Undang Republk Indonesic Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetlapan Peraluran Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupall, dan Walkota menjadi
Undang-Undang; (Vide Buk# PT-30)

4) Diduga Adanya pelonggaran yang dilakukan Pasangan Calon Bupati
Kabupaten Serang Andlka Hazrumy dan Calon Wakil Bupall Serang Nanang
Supriaina, Nomor Urut 01 daolam hal ini PEMOHON yoitu dengan sengaojo
melibatkan Aparatur Sipll Negara/Pegawal Neger Sipll (PNS) yaltu beberapa
Camat dan Sekmat di Kabupaten Serang, diantaranya adalah ling Mulyang,
Sekretaris Camat (Sekmat)} Petir, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Ayat (1)
huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraluran Pemerinich Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang Jo Pasal 189 Undang-Undang Repubfik iIndonesia Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor
1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubermur, Bupatl, dan Wallkota menjadi
Undang-Undang, diloksanakan di Rumah Kedlaman Sekmat ling Mulyanc
yang beralamat di Kampung Pancaregang, Desa Pancaregang, Kecamatan
Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada hari Kamis, tanggal 24
QOktober 2024, dengan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Video yang menunjukan diselenggarakannya kegioton Kampanye
Pasangan Calon Bupall Kabupaoten Serang Andika Hozumy dan Calon
Wakil Bupali Serang Nanang Suprioina, Nomor Urut 01 dalam hal ini
PEMOHON dengan sengaja melibatkan Aparatur Sipil Negara/Pegawai
Negerl Sipll (PNS), yang Jelas dilarang dalam ketentuan Pasal 70 Ayat (1)
huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Jo
Pasal 189 Undang-Undoang Republik Indonesia Nomor 1 Tghun 2015
Tentang Penetapan Peraluran Pemerintah Penggontl Undnag-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemillhan Gubernur, Bupati, don Wallkota
menjadi Undang-Undang; {Vide Buk}i PT-31)
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5} Diduga Adanya Tindak Pidana Pllkada menjanjikan dan/alay memberikan
vang otav materi lainnya univk mempengarvhi Pemilih sebagaimana diatur
dalam Pasal 73 Ayat {1), Ayat {3), Ayal {4) dan Pasal 187A Ayat (1) Undang-
Undang Republik indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tenfang Penetfapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilhan Gubemur, Bupali, dan Walkota menjadi Undang-Undang, yang
dilokukan oleh Pasangan Calon Bupall Kabupalen Serang Andika Hazrumy
dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal
ini PEMOHON dengan menerjunkan 3dr. Hj. Habibah st dari Calon Wakil
Bupati Serang Nanang Supriaing, Nomor Urut 01 bersama anggota KPPS Desa
Junti yang bernama Sdr. Apenfi yang diselenggarakan di rumah kedioman
Sdr Apenti, pada hari Selasg, langgol 22 Oklober 2024, dengan bukli-buki
sebagat berikut :

a. Foto yang menunjukon adaonya Tindak Pidano Pilkkada menjanjikan
dan/atav memberikan vang atau mater lainnya untuk mempengaruhi
Pemilth dalam acara Kampanye Pasangan Calon Bupati Serang Andika
Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna Nomeor Urut 01
dalam hal ini PEMOHON; (Vide Bukfi PT-32)

4) Diduga Adanya Oknum Yang Diangkap Gakkumdu (OIT) yaltu Oknum
Timses Pasangan Calon Bupall Serang Andlka Hazrumy dan Calon Wakil
Bupati Serang Nanang Supriaina Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON,
penangkopan vong dilokukan oleh Badon Pengawas Pemilhan Umum
{Bawaslu] Kabupaten Serang bersama Penegakan Hukum  Terpadu
(Gakkumdu) tersebut terjadi pada malam menjelang pencoblosan, di desa
Astana, Kecamatan Carenang Kabupoten Serang, pada hari Selasq, tanggal
26 November 2024 yaifu terkaif adanya dugoan politik uang atau money
politics, dengan bukii-bukii sebagai berikut :

a. Sebuch video yang menunjukan adanya pengokuan dari Oknum seloku
Timses Pasangan Calon Bupati Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil
Bupati Serang Nanang Supriaina Nomor Urut 01 dalam hal inl PEMOHON,
bahwa dirinya menerdma vang dar Tim PEMOHON sebesar Rp. 7.500.000,-
{tujuh jutg ima ratus dby rupich} yang akan dibagkan kepada orang-
orang yang memiliki hak pifih; {Vide Bukdi PT-22 holaman sebelumnya)

b. Artikel detiknews, "Bawaslu Tangkap Timses Diduga Mav Bagi Uang di
Serang, Rp 7.5 Juta Disita” selengkapnya :
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gzmmmm QQQLM@&?LM 7-5-juta-disita. {Vidﬁ Bukdi PT-34)

7} Diduga Adanya pelanggoran pada saal masa kompanye yang dilakukan
oleh Pasangan Calon Bupali Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati
Serang Nanang Supriaina Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON yaity
dengan membagi-bagikan Semboko kepado warga Kabupaten Serang
dengan cara harga tebus murah untuk mempengaruhi pemilih untuk memilh
PEMOHON dalam Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024,
dengan bukii-bukti sebagai berikut ;

a. Video kampanye yang dilckukan oleh Pasangan Calon Bupati Serang
Andika Hozumy dan Caolon Waokil Bupati Serang Nanong Supriaing Nomor
Urut 0t dalom hal ini PEMOHON membagikan sembako berkedok
sembuako murah (Vide Bukdi PT-35)

8) Terkalt dalil PEMOHON pada permohonannya mengenal pelanggaran yang
bersifat Tershukiur, Sistematls, dan Massit yang secara signifikan dilakukan
oleh Calon Nomor Urut 2 dalam Pemifihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten
Serang Tahun 2024 tersebut, faktanya PEMOHON telah melaokukan Laporan
terkalt TSM tersebut Bawasiu Provinsi Banten tidak dapat meregister laporan
tersebut dikarenakan dari hasit pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawasiu
Provinsi Banten, kelengkapan iaporan yang disampaikan PEMOHON masih
terdapat kekurangan atav masth fidak lengkap, ini membukiikan bahwao bukdi
dalit PEMOHON dalom perkara o quo adalsh hanya sebuah Asumsi don
hanya memutar balikan fokta yang sebenarnya, terbukii dengan adanya
Surat Pemberitahuan Laporan Tidak Dapat Diregister Nomor
955/PP.01.01/K.B1/1/2024 yang dikeluarkan oleh Bawasiy Provinsi Banten:
{Vide Bukli PT-36)

Berdasarkan hai-hal tersebut diatas jeios don nyota bohwa dalom
Penyelenggaraan Pemilihan Bupali dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024
PEMOHON-lah yang banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam
pemilihan, jodi apa yang di dalilkan oleh PEMOHON dalam permohonannya
yang berasumsi dan menuduh PIHAK TERKAIT melokukan pelanggaran-
pelanggaran Tershrukiur, Sistematis, don Massif (TSM) fonpa adanya bukii
dan/atau falkda secara konkiit adalah dalll yang TIDAK BENAR dan TiDAK
BERDASARKAN HUKUM, maka sudah layak dan sepatutnya Mahkamah Konstufisu
MENOLAK permohonan PEMOHON dalam perkara a quo dan/atau sefidak-
fidaknya permchonan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA;

12. Bahwa dalil PEMOHON dalam permohonannya yang menyatakon :
‘bahwa agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi
Pemifihan Umum Kabupaten Serang Nomor ; 2028 fentang Penefapan
perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wokil Bupati Serang Tahun
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2024 tanggol 04 Desember 2024 pukul 17.00 WIB. Dan Mendiskualifikasi
paosangan calon Nomor Urut 02 otfas nama Hj Rafu Rachmatuzakiyah
dan Muvhammad Najib Hamas sebagai pemenang dan/altau calon
terpilih pada pemilihan umum Bupafi dan Waokil Bupafi Serang fahun
2024, karena Tindakan TERMOHON yang fidak Fair dan Tidak Profesional
dalam proses penyelenggraan dan dalam proses Perhitungan
Rakapitulasi suara hingga poda pemungulan suara™;

Dalil dan/atau perminiaan PEMOHON tersebul adalah jekas fidak beralasan
hukum, karena atas dasar, atas alasan dan dasar bukti apa yang menunjukan
Tindakan TERMOHON dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati don Wakil Bupati
Serang Tahun 2024 ftidak Foir dan Tidak Profesional dalam proses penyelenggraan
juga daolaom proses Perhitungon Rokapitulosi suara hinggo poda pemunguion
suara, justru yang tidak professional adalah PEMOHON dengan tidak menerima
kekalahan dalom kontestasi pemilihan Bupati dan wakil Bupatli Serang Tahun 2024
yang mana dalam kontestast tersebut telah dimenangkan oleh Pasangan Calon
Bupati Dan Calon Wakil Bupatl Serang Hi. RATU RACHMATUZAKIYAH S.Pd. MM,
dan Muhammad Najib Hamas, SE, MM Nomor Urut 2 dengan selisih sebagal

berikut:

Dr.H. Andika Hazrumy, |

] $Sos.MAP.dan | 254.494 Selisih Suara
H. Nonong Supriatna, | antoro Pemohon
§.50s., M.Si. ? dengan Pihak
Hj. Ratu | Terkait adalah

2 Rochmatuzakiyah, | 598.654 344.160
SPd, MM  Dan Suara dan atau
Muhammad ~ Najio | sefara Selisi 40.34
Hamas, SE, MM | % Suara

Berdasarkan iable fersebut diatas, jelas bahwa selisih suara antara PEMOHON
dengan PHAK TERKATN seloku peraih suara terbanyak sangat signifikan yaitu
40.34% dan telch melampaui ambang balas yang dimonag PEMOHON hanya
dapatl mengajukan pemmohonan perselisihan pemilhan hasll suara ichap okhi
kepada Mahkomah Konstitusi yoitu jiko selisihnya honyo 0.5% sebagoimong
ketentuan dalam Pasal 158 ayat {2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20146
tentang Perubuhan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Peneiapan Perciuran Pemeriniah Penggonti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupall dan Walikola menjadi Undang-undang, vang
menegaskan bahwa :
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‘Kabupaten/Kota dengon jumioh penduduk lebih dari 1.000.000 [satu
juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan svara dilokukan jiko
terdapatl perbedaan paling banyak sebesar 0.5% [nol koma lima
persen} dari fofal suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU
Kabupaten/Kota®,

Sesuai dengan jumiah penduduk Kabupaten Serang Taohun 2024 adgaioh
sebanyak 1.225.871 {salu juta dua ratus dua puivh ma ribu delopan ratus tujuh
puluh satu) jiwa berdasarkan Surat Kepulusan KPU Kabupaten Serang Nomor :
1673 tahun 2024, tanggal 20 September 2024, ientang Penetapan Rekapitulasi
Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Serang Provinsi Banten Dalom Penyelenggara
Pemilhan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupali dan Wakil Bupati Serang Serentak
Tohun 2024, dengan demikian sudah cukup dan dan beralasan hukum unfuk
Mahkamah Konstitusi MENOLAK permchonan PEMOHON dalam perkara a quo
dan/atau sefidak-tidaknya permohonan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA;

13. Bahwa Keputusan Komisl Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam hal ind
TERMOHON dalam Keputusan Nomor : 2028 tentang Penetapan perolehan suara
Hasil Pemilihan Bupati don Wakil Bupati Serang Tahun 2024 fanggal 04 Desember
2024 pukul 17.00 WIB adalaoh sudah tepat dan benar, dan sudah suatu keharusan
untuk PEMOHON terima dan patuhi;

4. Bahwag Maghkamah Konstitusi dalom putusan-putusan Pikada serentak terdahulu
telah konsisten menerapkon Pasal 158 UU 10/20146 lerkall pembatasan bagi
Pasangan Calon Pemilihan Gubemur, Bupali, dan Walikota untuk dapat diadili
perkara perselisihan perolehan suara hasili pemilihan di Mahkamah Konstitusi, hal
tersebut dipertiegas dalam periimbangan hukum Mahkamah Konstitusl salah
satunya dalom putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor ; 44/PHP.GUP-XV/2017 sebagal
berikut :

[3.1] Selonjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158
UU 10/2016 dalam hubungannya dengan peloksanaan kewenangan
Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur,
bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan periu
menegaskan :

bahwa substansi Pasal 158 UU 10/201é fidak berbeda dengan
substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8§ Tahun 2015 tentang
Perubahon Atgs Undang- Undang Nomeor 1 Tohun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerinitah Penggonti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang ({selanjutnya disebut UU 8/2015. Sementara itu,
terhadap Posal 158 UU 8/2015 lelah pemah dimohonkan penguiian
konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamaoh dalkam Putusan Nomor
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51/PUU-XI/2015, bertanggatl ¢ Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan
dalam Putusan Nomor 58/PUU-XH/2015, berfanggal 9 Juli 2015, fslah
dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bohwa
hal itu merupokan kebijokan hukum terbuka pembentuk Undang-
Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktfur,
substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.
Dalam Putuson Mohkamah Nomor  51/PUUXIIV2015, Maohkomah
menyalakan, anlara loin, "[3.19] ... bahwa lidak semua pembalason
serta meria berarli berentangan dengan UUD 1945, sepanjang
pembatasan tersebut untuk menjomin pengakuan, serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang loin dan untuk memenuhi tuntutan yang
adil sesuai dengan pertimbangon moral, nilainilcl agama, keamanaon,
dan keterfiban umum maka pembalasan demikian dapatl dibenarkon
menurut  konstitusi  [vide Pasal 28) ayat {2} UUD 1945]. Menurut
Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu uniuk mengajukan
pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalom Pasal 158 UU
8/2015 merupakan kebiiagkan hukum terbuka pembentuk Undang-
Undang uniuk menenfukannya sebab pembatasan demikian logis dan
dapat diterima secara hukum sebab unituk mengukur signifikansi
perolehan suara calon”.

Dailom Putusan Mahkamah Nomor 38/PUU-XI/2015, Mahkamah menyatakan,
antara lain, “Bahwa rasionglitas Pasal 158 ayat {1} dan ayat {2] UU 8/2015
sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembenivk Undang-Undang
mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya polfitk yang makin
dewasa, yaitu dengon cara membuat perumusan norma Undang-Undang di
mana seseorang yang turut serfa dalam kontestasl Pemilihan Gubernur, Bupatll,
dan Walikota Hidak serta-merta menggugat suatu hasil pemiihan ke Mahkamaoh
Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaron yang wajar”,
{Halaman 151-152 huru! g

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan perfimbangan sebagaimang
diuragkan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di ofas,
Mahkamah berpendapat :

baohwa dalom hubungannya dengan Posal 158 UU 1072016,
Mahkamah fidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal
158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016
sama halnhya dengon menentang putusan dan penditdannyg sendiri
sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUL-XHIZ015,
bertanggal 9 Jjuli 2015, dan PMK 172016 sebagaimana telah diubah
dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin
mengesampingkan keberdakvan Pasal 158 UU 10/2016 tanpo
mencampuradukkan kedudukan Mahkamaoh sebagoi peloksana
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{sementara) Undang-undang (in casu UU 10/2018} dan kedudukan
Mahkarmah sebagai pengadil Undang-undang afau kedudukan
Mahkamah dalom melaoksanakan kewenangan lginnya yong
diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan
suagfu norma Undang-undang hanya dapat dilakukan oleh
Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melgksanakan kewenangan
yang diberikan kepadanya oleh Konsfitusi, in casu Pasal 24C ayat [1)
UUD 1945, bukan tatkala Mahkamoh sedang menjodi peloksana
ketentuan Undang-undang, sebagaimana halnya dalam perkara a
quo. Qleh karena itu, Mahkamah fidak sependapat dengan daiil
Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu
“memaksa” Mahkamah wunluk, di satu  pihak, mengubah
pendiriannyg fanpa landasan  argumentasi  yang dapaot
dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum
sehinggoa daopal menjodi persoalon serius dolam  konfeks
okunfabifitas perodilon (judicial accountabllity) dan di phok Join
memperikakukan pihak-phak kin secara tidak fair, yaltu mereka
yang karena sadar gkan norma yang ditentukan dolam Pasal 158
UU 1072016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan
kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memilki
argumentasi yang lebih kuat afau setidak-fidaknya sama kuatnya
dengan argumentasi Pemohon dalom pemohonan a guo.
{Halaman 154-155 huruf b}

{3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di afas,
Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Calon
Gubermur dan Woakil Gubemur Provins Gorontalo Tahun 2017, namun
Pemohon Hdok memenuhi kelentuan pengajuan permmohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 1072016 dan Pasal 7 ayat {1)
PMK 1/2016. sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal
standing] untuk menggajukan perkara g quo. Dengan demikian, eksepsi
Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon fidok memifiki
kedudukan hukum {legal sfanding} beralasan menurut hukum; {Halaman
159)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, meskipun PEMOHON adalah Pasangan Calon
Nomor Urut 1 yaitu Andika Hazrumy-Nanang Supriatna dalam Pemilihan Bupafi
dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, namun permohonan PEMOHON tersebut
tidak memenuhi ambang batas syaratl selisih perolehan suara antara PEMOHON
dengan PIHAK TERKATT selaku peraih suara ferbanyak dalam pemilihan Bupali dan
Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yaitu Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,M M., Dan
Muhammad Ngjib Hamas S.ELMM.,  sehinggag PEMOHON  fidak memiliki
kedudukan hukum {fegal standing} untuk mengajukan permohonan perselisihan
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perolehan suara hasil Pemilihan Bupali dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun
2024. Cleh karena itu, sangat patul dan beraglosan menurut hukum apaobiia
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara o
quo berkenan unfuk menyatakan MENOLAK Permohonan PEMOHON dan afau
sefidak-tidanya permohonan PEMOHON dalam perkara a quo TIDAK DAPAT
DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verkiaard).

Berdasarkan urgian-urgion dan atav dafilbdalll sebagaimana tersebut diatas, PHAK
TERKAT selaku peraih suara terbanyak dalam pemilihan Bupali dan Wakil Bupati Serang
Tahun 2024 yaitu Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, §.Pd, M.M..dan Muhammad Najib Hamas
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkon putusan yang amamya
sebagai berikut :

PETITUM :
DALAM EKSEPSI
- Menguabulkan Eksepsi Pthak Terkalt untuk selurvhnya.

DALAM POKOK PERMOHONAN
a. Menolak permohonan PEMOHON uniuk seluruhnyg;

b. Menyalakan benar dan telop berloku Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Serang dalom hal ini TERMOHON dalom Keputusan Nomor @ 2028
fentang Penetopon perolehan suorc Hosil Pemifhon Bupaoli don Wokil Bupali
Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 pukul 17.00 WIB;

c. Menetapkan perolehan suara tohaop akhir hasil pemilihon Bupati dan Walkil Bupati
Serang Tahun 2024 dolom pemilhan Bupali dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024
yang benar berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang
dalam hal ini TERMOHON dalam Keputusan Nomor : 2028 tentang Penetapan
perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Waokil Bupati Serang Tahun 2024
tanggal 04 Desember 2024 pukul 17.00 WIB, adalah sebagai berikut :

NO. NAMA PASANGAN CALON PEROLEHAN SUARA
URUT L , , ,
Dr.H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP., dan
| H. Nanang Supriatna, S.50s., M.5i, 254,494
Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, $.Pd, MM Dan
2 Muhammad Najib Hamas, SE, MM 598.454
TOTAL SUARA SAH 853.148
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d. Memerintohkan Komisi Pemilihan Umum [(KPU}] Kabupaten Serang seloku
TERMOHON untuk meloksanakan putusan a quo;

Atau : Apablla Mahkamah Konstifusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya [ex aquo et bono).

Hormat Kami,
Law Office PBH TAJUSA ATHARI
Kuasa Hukum Pihak Terkait PASLON NOMOR URUT 2
Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, $.Pd, MM Dan Muhammad Najib Hamas, SE, MM

NIA. 20.10.100.030

L}M

ISKAK S H MH.
ﬁ%A 14 05258
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